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Menimbang : a. bahwa rencana kerja perangkat daerah merupakan
salah satu instrument penting dalam pelaksanaan
pembangunan guna meningkatan kesejahteraan dan

Mengingat

WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

kualitas kehidupan masyarakat;

b. bahwa rencana kerja perangkat daerah menjadi
pedoman perangkat daerah dalam menyusun

rencana kerja anggaran perangkat daerah;

c. bahwa berdasarkan Pasal 142 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Pembangunan Daerah, Tata Cara

Daerah, Rencana Kerja  Perangkat
ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c
diatas, perlu menetapkan Peraturan Wali
tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun

2025;

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 19);



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem = Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun
1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya
Solok dan Payakumbuh;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2023-2026;

8. Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Payakumbuh Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbubh.

2. Pemerintah  Daerah adalah Pemerintah  Kota
Payakumbuh.

3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.



4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat
Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam
Perencanaan Pembangunan.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-
2026, selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2023-2026, adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun.

8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Tahun 2025
yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RKPD
Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) Tahun.

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025
selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun
2025, adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan
perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran RKPD
Tahun 2025.

(2) Renja Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam
menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat
Daerah Tahun 2025.

Pasal 3

Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

bertujuan untuk :

a. mewujudkan perencanaan teknis Perangkat Daerah
untuk 1 (satu) tahun;

b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas
pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar
fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan

c. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2023-2026.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 memuat program,
kegiatan, sub-kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran
yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang
disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2023-2026 dan RKPD Tahun 2025 yang bersifat
indikatif.



(1)

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan

sistematika yang terdiri atas:

a. bab I memuat pendahuluan;

b. bab II memuat hasil evaluasi Renja Perangkat
Daerah tahun 2023;

c. bab III memuat tujuan dan sasaran Perangkat
Daerah;

d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan
Perangkat Daerah; dan

e. bab V memuat penutup.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. dinas pendidikan;

b. dinas kesehatan;

c. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;

d. dinas perumahan rakyat dan kawasan
pemukiman;

e. satuan polisi pamong praja dan pemadan
kebakaran;

f. badan penanggulangan bencana daerah;

g. dinas sosial;

h. dinas tenaga kerja dan perindustrian;

i. dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan
anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;

j. dinas ketahanan pangan;

k. dinas lingkungan hidup;

l. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;

m. dinas perhubungan;

n. dinas komunikasi dan informatika;

o. dinas koperasi, usaha kecil dan menengah;

p. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu;

q. dinas pariwisata, pemuda dan olah raga;

r. dinas perpustakaan dan kearsipan,;

s. dinas pertanian;

t. sekretariat daerah;

u. sekretariat dprd;

v. badan perencanaan pembangunan daerah;

w. badan keuangan daerah;

x. badan kepegawaian dan pengembangan sumber

daya manusia;
y. inspektorat;
z. kecamatan payakumbuh utara;
aa.kecamatan payakumbuh barat;
bb.kecamatan payakumbuh timur;
cc. kecamatan payakumbuh selatan;
dd.kecamatan lamposi tigo nagori; dan
ee. kantor kesbangpol.
Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I
sampai dengan Lampiran XXXI yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.



Pasal 6

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian
dan evaluasi kebijakan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2025.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan
evaluasi perencanaan kerja Perangkat Daerah Tahun
2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 7
(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan
apabila dalam pelaksanaan RKPD mengalami
perubahan.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh

Ditetapkan di Payakumbuh
_pada tanggal 5 Agustus 2024




KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, berkat rahmat dan
karunia-Nya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2025
dapat disusun yang berpedoman pada RPD Kota Payakumbuh tahun 2023-2026
dan Renstra Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 yang berguna
sebagai acuan Rencana Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Pembangunan bidang
sosial yang akan berjalan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dan telah
memberikan manfaat besar terhadap masyarakat khususnya Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS). Oleh karena itu perencanaan-perencanaan yang
konsisten dan berkesinambungan terhadap hak-hak dasar warga masyarakat yang
termarginalkan di Kota Payakumbuh adalah menjadi tugas dan tanggung jawab

Dinas Sosial Kota Payakumbuh.

Perencanaan yang tertuang dalam dokumen ini perlu dicermati dan
dipedomani untuk dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait terutama bidang-
bidang tugas, sehingga program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial

dapat tercapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan Renja ini, masih terdapat kekurangan, baik dalam
pengolahan dan penyajian data.Untuk itu segala saran yang bersifat membangun
senantiasa diharapkan demi perbaikan serta penyempurnaan Renja ini dengan
harapan Renja yang telah dibuat ini dapat terlaksana tepat waktu, transparan dan

akuntabel.

Payakumbuh, 2024
Kepala Dinas Sosial

> ANDI.SN, S.IP
71231 199203 1 041
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025 yang disusun sebagai bahan acuan
pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran, dengan sendirinya harus
memperhatikan dimensi waktu serta permasalah-permasalahan yang berkembang
selama 1 (satu) tahun serta memperkirakan keadaan masa yang akan datang,
sehingga dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal dalam upaya

mewujudkan tujuan Dinas Sosial Kota Payakumbuh.

Proses penyusunan Renja Dinas Sosial tahun 2025 berpedoman kepada
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 dan
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial tahun 2023-2026.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen
perencanaan tersebut diatas, disusun program wajib dan prioritas dengan
mempertimbangkan sumber daya dan faktor-faktor pendukung. Penyusunan Renja
SKPD mempunyai arti yang strategis untuk penyelenggaraan program
pembangunan yang sistematis, memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan.
Perencanaan yang dibuat merupakan Rencana Kerja Dinas Sosial untuk 1 (satu)

tahun.
1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Payakumbuh tahun 2025 disusun

berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah
Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan
Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik

Indonesia Nomor 4421);



3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara RI tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
RI nomor 5587), sebgaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara RI Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan  Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6323);



9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
31);

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan
Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 96);

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri kesehatan Nomor 34
tahun 2005 Nomor: 1138/Menkes/PB/VIII/2005 Tentang Penyelenggaraan
Kabupaten/Kota Sehat;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Pengarusatamaan Gender di Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2008 Tentang Pedoman UmumPelaksanaan Pengarusutamaan Gender di

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 168);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistim
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun

2019 Nomor 1114);



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja
Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya
Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim
Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun
2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat

Nomor 27);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang

RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan
Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Payakumbuh (Lembaran
Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 - 2030
(Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran



24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor
7);

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang
Perlindungan Perempuan Dan Anak (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2016 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Payakumbuh Nomor 25);

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 22 Tahun 2016, Tentang
Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah

Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 22);

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2023 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun
Anggaran 2024; (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 08, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 62);

Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Kota Payakumbuh

Tahun 2018 Nomor 73);

Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah
Kota Payakumbuh Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 3);

Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025



1.3 Maksud dan Tujuan

berikut :

1.

Penyusunan renja Dinas Sosial ini dimaksudkan untuk sebagai

Sebagai evaluasi dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun
sebelumnya yang dijadikan sebagai bahan penyusunan rencana

kerja kedepan

. Menetapkan rencana kerja 1 (satu) tahun untuk tahun anggaran

berikut sebagai dasar dalam penetapan APBD tahun anggaran

berikut

. Menetapkan program, kegiatan, tujuan, sasaran dan hasil yang

akan dilaksanakan dan dicapai yang dituangkan dalam dokumen

renja Dinas Sosial

Tujuan penyusunan renja Dinas Sosial ini adalah :

1.

Pedoman dan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan

berdasarkan hasil pelaksanaan sebelumnya.

. Dokumen yang menjadi acuan bagi Dinas Sosial untuk

melaksanakan program dan kegiatan dalam periode 1 (satu) tahun

berjalan.

. Gambaran yang jelas dan terarah mengenai sasaran, tujuan dan

hasil yang akan dicapai dari renstra Dinas Sosial yang telah

ditetapkan.

. Menetapkan tujuan dan hasil yang akan dicapai dari rencana kerja

dan rencana kerja tahun berikutnya.
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BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas

Sosial

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun
2023 yang dituangkan dalam DPA Tahun 2023 berjumlah Rp. 9.824.778.180-
terealisasi sebesar Rp. 8.584.385.416,- atau (87,37%) dengan sisa anggaran terdiri

dari :

1. Sekretariat sebanyak 1 program dengan 7 kegiatan dan 20 sub kegiatan,
dukungan dana sebesar Rp. 3.283.863.180,- terealisasi sebesar Rp.
2.746.196.206,- (83,63%) sisa sebesar Rp. 537.666.974,-

2. Bidang Rehabilitasi Sosial 3 program dengan 4 kegiatan dan 14 sub
kegiatan, dengan dukungan dana sebesar Rp. 6.182.154.840,- terealisasi
sebesar Rp. 5.502.683260,- (88,99%) sisa sebesar Rp 680.471.580,-

3. Bidang Pemberdayaan Sosial 2 program dengan 3 kegiatan dan 7 sub
kegiatan, dengan dukungan dana sebesar Rp. 357.760.160,- terealisasi
sebesar Rp. 335.505.950,- (93,78%) sisa sebesar Rp.22.254.210,-

Sesuai dengan penjelasan diatas terlampir dalam format 2.1 dibawah ini :



Tabel 2.1

311.26
4,063,343 4,063,343,5 9,824,778, 8,584,38 12,647,729
,589 89 180 5,416 ,005
PROGRAM Nilai IKM 90 90 80 80 100,00 | 186.45
PENUNJANG 3,176,677 3,176,677,2 3,283,863, 2,746,19 5,922,873,
URUSAN ,286 86 180 6,206 492
PEMERINTAHAN
DAERAH
Perencanaan, Persentase 1 17 1 1 1 100,00 89.95
Penganggaran, dan ketersediaan 124,116,8 doku 71,659,900 40,891,140 39,988,4 111,648,35
Evaluasi Kinerja dokumen perangkat 40 men 50 (0]
Perangkat Daerah daerah
Penyusunan Jumlah Dokumen 8 4 4 9 8 100,00 89.73
Dokumen Perencanaan Perangkat doku 112,151,3 doku 66,124,000 doku 34,908,750 dokume 34,509,90 dokumen 100,633,90
Perencanaan Daerah men 40 men men n 0 0
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Jumlah Laporan 10 5 5 8 3 100,00 93.27
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan doku 7,968,480 doku 3,740,000 lapora 3,984,240 laporan 3,692,450 | dokumen 7,432,450
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi men men n
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Kinerja SKPD laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Jumlah laporan Jumla 9 4 3 2 100,00 89.62
Perangkat Daerah Evaluasi kinerja h 3,997,020 doku 1,795,900 lapora 1,998,150 laporan 1,786,100 | dokumen 3,582,000
Perangkat Daerah Orang men n
yang




Meneri

ma
Gaji
dan
Tunja
ngan
ASN

Administrasi Persentase capaian 85 22 85 100 85 100,00 89.26
Keuangan Perangkat realisasi keuangan 4,634,046 | orang 2,174,275,2 2,480,680, 1,961,96 4,136,236,
Daerah program dan kegiatan ,218 81 569 1,570 851
Penyediaan Gaji dan Jumlah ASN yang 23 22 19 17 23 orang 100,00 86.06
Tunjangan ASN menerima Gaji dan orang | 4,634,046, orang 2,174,275,28 orang 2,317,023,1 orang 1,813,583 3,987,858,4

tunjangan 218 1 09 ,170 51
Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil 12 12 12 100,01 100.00
Administrasi Penyediaan dokue 163,657,460 | dokume 148,378,4 dokumen 148,378,40
Pelaksanaan Tugas Administrasi men n 00 0
ASN Pelaksanaan Tugas

ASN
Administrasi Persetase Layanan 1 0.8 1 98 100 100.02 | 100.00
Kepegawaian Kepegawaian ASN 16,943,040 15,408,280 15,370,0 32,313,040
Perangkat Daerah yang sesuai standar 00
Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian 32 stel 32 stel 32 32 paket 32 paket 100,03 100.00
Dinas beserta Atribut Dinas beserta Atribut 16,943,040 paket 15,408,280 15,370,00 32,313,040
Kelengkapannya Kelengkapan 0
Administrasi Umum Persentase layanan 1 80 1 100 80 80 124.07
Perangkat Daerah administrasi umum 429,224 .4 320,054,638 214,612,235 212,489,7 532,544,40

Dinas Sosial sesuai 70 65 3

standar




Penyediaan Jumlah Paket 6 12 8 8 paket 2 jenis, 30 206.52
Komponen Instalasi Komponen Instalasi jenis, 5,350,500 jenis 3,027,000 paket 2,675,250 2,498,000 10 buah 5,525,000
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan 26
Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang buah
Disediakan
Penyediaan Peralatan Jumlah perlengkapan 1 jenis 3 jenis 0 0
dan Perlengkapan dan peralatan kantor - 35,692,500 35,692,500
Kantor yang dibeli
Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan 85 87 ) 5 paket 45 item 60 197.88
Logistik Kantor Logistik Kantor yang item 58,436,57 item 29,902,500 paket 29,218,285 27,913,20 57,815,700
Disediakan 0 0
Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang 12 11 2 2 paket 3 jenis 50 111.51
Cetakan dan Cetakan dan Jenis 23,994,44 jenis 15,135,000 paket 11,997,220 11,621,05 26,756,050
Penggandaan Penggandaan yang 0 0
Disediakan
Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen 365 2 jenis 2 2 365 80 104.09
Bacaan dan Bahan Bacaan dan eksem 6,240,960 3,602,000 doku 3,120,480 dokume 2,894,000 | eksemplar 6,496,000
Peraturan Perundang- | Peraturan Perundang- plar men n
undangan Undangan yang
Disediakan
Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan 1208 120 10 10 1000 20,00 119.02
Tamu Fasilitasi Kunjungan porsi 6,050,000 porsi 4,196,500 lapora 3,025,000 laporan 3,004,300 porsi 7,200,800
Tamu n
Penyelenggaraan Jumlah Laporan 20 kali 30 kali 30 30 10 kali 16,67 119.42
Rapat Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat 329,152,0 228,499,138 lapora | 164,576,000 | laporan 164,559,2 393,058,35
Konsultasi SKPD Koordinasi dan 00 n 15 3

Konsultasi SKPD




Pengadaan Barang Persentase terpenuhi 1 100 100 100 100.00
Milik Daerah kebutuhan sarana 47,025,000 46,440,00 46,440,000
Penunjang urusan prasarana Kantor 0
Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan Jumlah Unit Peralatan 4 unit 4 unit 4 unit 100 100.00
dan Mesin Lainnya dan Mesin Lainnya 36,075,000 35,750,00 35,750,000

yang Disediakan 0
Pengadaan Sarana 4 unit 4 unit 4 unit 100 100.00
dan Prasarana 10,950,000 10,690,00 10,690,000
Pendukung Gedung 0
Kantor atau
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Persentase Jasa 1 100 1 1 1 0.1375 99.27
Penunjang Urusan Layanan Umum yang 595,771,9 295,933,816 297,885,956 295,478,5 591,412,33
Pemerintahan Daerah | yang dibayarkan 12 21 7
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan 205 62 1 1 4 kali,205 100 73.47
Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat buah 2,205,000 buah 640,000 lapora 1,102,500 laporan 980,000 buah 1,620,000

Menyurat n
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan 3 6 12 12 6 100 58.47
Komunikasi, Sumber Penyediaan Jasa rekeni 7,496,800 rekeni 2,279,880 lapora 3,748,400 laporan 2,103,806 rekening 4,383,686
Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber ng ng n

Daya Air dan

Listrikyang Disediakan
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan 11 11 12 12 11 orang 100 99.76
Pelayanan Umum Penyediaan Jasa orang 586,070,1 orang 293,013,936 | lapora | 293,035,056 | laporan | 291,672,1 584,686,11
Kantor Pelayanan Umum 12 n 76 2

Kantor yang
Disediakan




Pemeliharaan Barang | Persentase BMD milik 1 15 100 100 100 70 87.27
Milik Daerah Dinas Sosial dalam 374,720,0 | unit/ 152,562,805 187,360,00 174,467, 327,030,70
Penunjang Urusan keadaan baik 00 tahun (o] 900 5
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan 1 1 1 unit 1 unit/ 1 unit/ 100 87.46
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau unit/ 78,380,00 unit/ 30,218,750 39,190,000 tahun 38,330,50 tahun 68,549,250
Pemeliharaan dan Kendaraan Dinas tahun 0 tahun 0
Pajak Kendaraan Jabatan yang
Perorangan Dinas Dipelihara dan
atau Kendaraan dibayarkan Pajaknya
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan 12 11 17 17 11 100 86.97
Pemeliharaan, Biaya Dinas Operasional atau | unit/t 276,400,0 unit/t 113,379,055 unit 138,200,000 | unit/tah | 126,994,4 | unit/tahu 240,373,45
Pemeliharaan, Pajak, Lapangan yang ahun 00 ahun un 00 n 5
dan Perizinan Dipelihara dan
Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan
Operasional atau Perizinannya
Lapangan
Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan 10 4 12 12 4 jenis 100 90.81
Peralatan dan Mesin Mesin Lainnya yang jenis 19,940,00 unit/t 8,965,000 unit 9,970,000 unit/tah | 9,143,000 18,108,000
Lainnya Dipelihara 0 ahun un
PROGRAM Persentase PSKS yang 0.65 100 0.65 5 5 69 155.12
PEMBERDAYAAN berdaya dalam 323,835,9 235,823,020 285,753,622 266,503, 502,326,822
SOSIAL penyelenggaraan 60 o} 800 o
kesos
Pengumpulan Persentase 1
sumbangan dalam Pengumpulan 99,830

daerah
Kabupaten/Kota

Sumbangan yang
berjalan sesuai aturan




koordinasi dan

Jumlah Dokumen Hasil

Sinkronisasi Koordinasi dan doku 99,830
Penerbitan Izin Sinkronisasi men
Undian Gratis Penerbitan Izin Undian
Berhadiah dan Gratis Berhadiah dan
Pengumpulan uang Pengumpulan Uang
dan barang atau Barang
Pengembangan Persentase PSKS yang 1 100 1 100 100 69 155.12
Potensi Sumber berjalan sesuai 323,835,9 235,823,020 285,653,79 266,503, 502,326,82
Kesejahteraan Sosial | fungsinya 60 (o) 800 0
Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Jumlah Orang 150 137 137 143 120 orang 85 88.41
Kemampuan Potensi Mendapat Peningkatan orang 235,361,9 orang 91,432,450 orang 117,680,950 orang 116,649,2 208,081,70
Pekerja Sosial Kapasitas Pekerja 00 50 0
Masyarakat Sosial Masyarakat
Kewenangan Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Peningkatan Jumlah Tenaga 5 5 5 5 orang 3 orang 60 461.40
Kemampuan Potensi Kesejahteraan Sosial orang 7,200,000 orang 29,621,050 orang 3,600,000 3,600,000 33,221,050
Tenaga Kesejahteraan | Kecamatan
Sosial Kecamatan Kewenangan
Kewenangan Kabupaten/Kota yang
Kabupaten/Kota Meningkat
Kapasitasnya
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Peningkatan Jumlah Lembaga 47 47 11 11 36 100 797.56
Kemampuan Potensi Kesejahteraan Sosial kelura 30,171,04 kelura 98,363,720 lemba 159,350,040 | lembaga 142,269,0 | kelurahan 240,632,77
Sumber yang Meningkat han 0 han ga 50 0

Kesejahteraan Sosial
Kelembagaan
Masyarakat
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Kapasitasnya
Kewenangan
Kabupaten/Kota




Peningkatan Jumlah Sertifikat yang 10 10 6 6 5 100 39.90
Kemampuan Sumber dari Hasil Peningkatan Keluar | 51,103,02 | keluar 16,405,800 sertifi 5,022,800 sertifikat | 3,985,500 keluarga 20,391,300
Daya Manusia dan Sumber Daya Manusia ga 0 ga kat
Penguatan Lembaga dan Lembaga
Konsultasi Konsultasi
Kesejahteraan Kesejahteraan Keluarga
Keluarga (LK3) (LK3) Kewenangan
Kabupaten/Kota
PROGRAM Persentase PMKS 0.6 80 60 60 60 0.5 63.77
REHABILITASI yang tertangani oleh 1,009,936 188,796,524 505,167,97 455,198, 643,995,44
SOSIAL PSKS ,340 (4] 920 4
Rehabilitasi Sosial Persentase PMKS 0.8 80 80 0.8 0.8 100 63.77
Dasar Penyandang yang mendapat 1,009,936 188,796,524 505,167,97 455,198, 643,995,44
Disabilitas Terlantar, | Rehabilitasi Sosial ,340 [0} 920 4
Anak Terlantar,
Lanjut Usia
Terlantar, serta
Gelandangan
Pengemis di Luar
Panti Sosial
Penyediaan Jumlah Orang yang 90 5 90 46 orang 15 orang 0.5 66.63
Permakanan Mendapatkan orang 940,181,5 orang 181,829,464 orang 470,090,770 444,598,4 626,427,838
Pemenuhan Kebutuhan 40 20 4
Permakanan Sesuai
dengan Standar Gizi
Minimal Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang 1 1
Menerima Pakaian dan orang orang 99,900 -

Kelengkapan Lainnya
yang Tersedia dalam 1
Tahun

Kewenangan
Kabupaten/Kota




Penyediaan Alat

Jumlah Orang yang

Bantu Mendapatkan Alat orang orang 99,900 -

Bantu dan Alat Bantu

Peraga Sesuai

kebutuhan

Kewenangan

Kabupaten/Kota
Pemberian Pelayanan Jumlah Orang yang 10 12 10 10 orang 12 orang 0.5 22.77
Reunifikasi Keluarga Mendapatkan orang 34,238,50 orang 2,367,000 orang 17,119,250 5,429,500 7,796,500

Pelayanan Reunifikasi 0

Keluarga Kewenangan

Kabupaten/Kota
Pemberian Bimbingan | Jumlah Peserta 5 7 250 12 orang 3 orang 0.5 27.51
Fisik, Mental, Bimbingan Fisik, orang 35,516,30 orang 4,600,060 orang 17,758,150 5,171,000 9,771,060
Spiritual dan Sosial Mental, Spiritual dan 0

Sosial Kewenangan

Kabupaten/Kota
PROGRAM Persentase 1 314 1 0.25 0.03 20 30990
PERLINDUNGAN DAN | keakuratan data 199,800 KK, 1,153,377,0 5,660,104, 5,038,48 6,191,864, 31.45
JAMINAN SOSIAL kemiskinan (DTKS) 1433 00 570 7,840 840

KK

Pengelolaan Data Persentase Pengaduan 1 314 1 0.25 0.03 20 30990
Fakir Miskin yang ditindak lanjuti 199,800 KK, 1,153,377,0 5,660,104, 5,038,48 6,191,864, 31.45
Cakupan Daerah 1433 00 570 7,840 840
Kabupaten/ Kota KK
Pendataan Fakir Jumlah Fakir Miskin 3 3 2
Miskin Cakupan Cakupan Daerah kegiat 327,891,500 kegiat | 326,856,350 | kegiatan | 310,898,5 638,790,00
Daerah Kabupaten/ Kabupaten/Kota yang an an 00 0
Kota Didata
Pengelolaan Data Jumlah Keluarga yang 2393 8200 8200
Fakir Miskin Cakupan | Mendapatkan jiwa 73,432,800 Keluar | 147,256,220 | keluarga | 139,802,5 213,235,39
Daerah Kabupaten/ Pengentasan Fakir ga 90 0

Kota

Miskin
Kabupaten/Kota




Fasilitasi Bantuan Jumlah Keluarga 200 314 2 314 KK, 15 376402
Sosial Kesejahteraan Penerima Manfaat KK,25 199,800 KK, 752,052,700 keluar 99,900 - 1433 KK 752,052,770 .75
Keluarga (KPM) yang 00 KK 1433 ga 0
Mendapatkan Bantuan KK
Sosial
Kesejahteraan Keluarga
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Fasilitasi Bantuan Jumlah orang
Pengembangan mendapatkan Bantuan 5,185,892,1 4,587,786
ekonomi Masyarakat Pengembangan 00 ,750
Ekonomi Masyarakat
Kewenangan
Kabupaten/Kota
PROGRAM Persentase korban 1 100 100 100 15 16.666 | 107.15
PENANGANAN bencana yang 33,201,40 26,579,500 17,882,300 8,996,50 35,576,000 66667
BENCANA tetangani o) o
Perlindungan Sosial Persentase PMKS 1 100 100 100 15 16.666 | 107.15
Korban Bencana yang mendapat 33,201,40 26,579,500 17,692,400 8,996,50 35,576,000 66667
Alam dan Sosial Perlindungan Sosial o) o
Kabupaten/Kota
Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang 50 7 25 20 50 107.15
Mendapatkan kejadi 33,201,40 kejadi 26,579,500 kejadi 16,600,700 kejadian | 8,996,500 35,576,000
Permakanan 3x1 Hari an 0 an an

dalam Masa Tanggap
Darurat (Pengungsian)
Kewenangan
Kabupaten/Kota




Penyediaan Sandang

Jumlah Orang yang

Mendapatkan Pakaian orang orang 99,900
dan Kelengkapan
Lainnya yang Tersedia
pada Masa Tanggap
Darurat (Pengungsian)
dan Pasca Bencana
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penyediaan Tempat Jumlah Tempat 1 unit 1 unit
Penampungan Pengungsian 991,800
Pengungsi Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Persentase PMKS 1 1
Pemberdayaan yang mendapat 189,900
Masyarakat terhadap | Pemberdayaan
Kesiapsiagaan Masyarakat
bencana Kabupaten/
kota
Koordinasi, Sosialisasi | Jumlah Kampung yang 2 2
dan Pelaksanaan Melaksanakan kamp kamp 99,900
Kampung Siaga Koordinasi, Sosialisasi ung ung
Bencana dan Pelaksanaan
Kampung Siaga
Bencana Kewenangan
Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sosialisasi | Jumlah Orang yang 2 2
dan Pelaksanaan Melaksanakan orang orang 90,000

Taruna Siaga
Bencana

Koordinasi, Sosialisasi
dan Pelaksanaan
Taruna Siaga Bencana
Kewenangan
Kabupaten/Kota




PROGRAM Persentase 1 100 1 0.3 1 78.14
PENGELOLAAN keterlibatan 144,013,08 43,533,600 72,006,540 69,002,15 112,535,750
TAMAN MAKAM kelompok masyarakat ° °
PAHLAWAN dalam peringatan hari

Pahlawan
Pemeliharaan Taman | Persentase 1 100 1 0.3 1 78.14
Makam Pahlawan terpeliharanya TMP 144,013,08 43,533,600 72,006,540 69,002,15 112,535,750
Nasional Kusuma Bangsa dan o o
Kabupaten/Kota Pejuang 45
Rehabilitasi Sarana Jumlah Dokumen Hasil 2 2 2 2 2 lokasi 81.85
dan Prasarana Taman | Rehabilitasi serta lokasi 126,704,1 lokasi 42,872,600 doku 63,352,050 dokume 60,838,40 103,711,00
Makam Pahlawan Pemeliharaan Sarana 00 men n 0 0
Nasional dan Prasarana Taman
Kabupaten/Kota Makam Pahlawan

Nasional

Kabupaten/Kota
Pengamanan Taman Jumlah Makam yang 2 2 289 289 289 50.98
Makam Pahlawan Terpenuhi lokasi 17,308,98 lokasi 661,000 maka 8,654,490 makam 8,163,750 makam 8,824,750
Nasional Pemeliharannya pada 0 m
Kabupaten/Kota Taman Makam

Pahlawan

Kabupaten/Kota
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh
Program 9,824,778,18 8,584,385, 12,906,845,5

o) 416 26

Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%) 87.37
Predikat Kinerja dari Seluruh Program Sangat

Baik




Berdasarkan tabel diatas ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target,

sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga berupa kegiatan
untuk memfasilitasi orang terlantar dalam perjalanan, pemulangan
gelandangan dan pengemis ke daerah asal dan penyelenggaraan
pemakaman mayat terlantar. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 17.758.150,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.171.000,- atau
29,12% dengan capaian output 100%. Rendahnya realisasi keuangan
pada sub kegiatan ini dikarenakan sebagian besar kasus anak jalanan,
gelandangan dan pengemis serta orang terlantar dalam perjalanan tidak
membutuhkan dana, hanya diberi pembinaan, membuat surat
pernyataan dan ada yang dijemput keluarga. Selain itu, kasus mayat
terlantar yang perlu difasilitasi juga tidak ada..

2. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik Mental, Spiritual dan Sosial
merupakan kegiatan untuk memfasilitasi pengiriman anak terlantar,
penyandang disabilitas terlantar dan lanjut usia terlantar ke panti-panti
sosial dalam dan luar Provinsi Sumatera Barat untuk mendapatkan
pendidikan, pelatihan dan perawatan sosial. juga terdapat anggaran
untuk memfasilitasi kegiatan pendamping rehabilitasi sosial kontrak
Kementerian Sosial RI. Selain itu juga terdapat anggaran hibah yang
diperuntukkan bagi Komda Lanjut Usia Kota Payakumbuh. Dilaksanakan
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.119.250,- dan terealisasi sebesar
Rp. 5.429.500,- atau 31,72% dengan capaian output 75% .Rendahnya
realisasi keuangan pada sub kegiatan ini dikarenakan pencairan
anggaran kegiatan hibah bagi komda lansia tidak dapat di cairkan karena
berdasarkan PP No 112 Tahun 2020, Komda Lansia sudah dibubarkan
dan anggarannya tidak boleh dialihkan karena merupakan DAU
Diarahkan..

3. Sub kegiatan Penyediaan Makanan berupa pemberian bantuan
permakanan dan pelayanan untuk korban bencana alam atau bencana
sosial sebanyak 25 kejadian, terealisasi sebanyak 20 kejadian.
Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.600.700,- dan
terealisasi sebesar Rp. 8.996.500,- atau 54,19% dengan capaian output
100%. Secara keuangan realisasi pada sub kegiatan ini memang rendah

dikarenakan pencairan anggaran kegiatan ini berdasarkan situsional/



kebutuhan (bencana), akan tetapi seluruh bencana yang terjadi di Kota

Payakumbuh sudah diberikan bantuan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Dalam melaksanakan kebijaksanaan teknis Kepala Dinas dibantu oleh

seorang Sekretaris, 2 (dua) orang Kepala Bidang, 1 (satu) orang Kasubag, 7 (tujuh)

orang Sub koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya mengacu kepada

Tugas Pokok dan Fungsi yang telah ditetapkan yaitu

1.

10.

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola,
mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan
urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan
pelaporan.

Kasubag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.

Sub Koordinator Program dan Keuangan mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan program dan keuangan lingkup Dinas.

Kabid Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial mempunyai
tugas merencanakan, melaksanakan, meengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan
Sosial.

Kabid Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, meengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di
bidang Pemberdayaan Sosial.

Sub Koordinator Kepahlawanan, Kesetiakawanan Sosial dan Restorasi
Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi
dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Kepahlawanan,
Kesetiakawanan Sosial dan Restorasi Sosial.

Sub Koordinator Pengembangan Potensi Sumber dan Pengawasan
mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Potensi Sumber dan
Pengawasan.

Sub Koordinator Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial, Keluarga
dan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan
Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial, Keluarga dan Masyarakat.

Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi
Rehabilitasi Sosial.



11. Sub Koordinator Perlindungan Sosial mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi
Perlindungan Sosial.

12. Sub Koordinator Jaminan Sosial mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi
Jaminan Sosial.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi diatas, Capaian kinerja pelayanan
Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2023 berdasarkan kepada indikator kinerja
umum yang telah ditetapkan sebagai mana ditetapkan dalam Standar Pelayanan
Minimal (SPM), Indikator kinerja utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

sebagaimana dapat dilihat pada lampiran renja ini (Format 2.2)



Tabel 2.2

KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

Persentase PPKS yang
terlayani \ \ % 80% 94% 85% | 90%




2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Dinas Sosial sebagai perangkat/lembaga teknis yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

dan tugas pembantuan di bidang sosial dengan mengacu kepada SPM bidang
Sosial dan RPD Kota Payakumbuh.

Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan berkaitan

dengan belum optimalnya kualitas dinas sosial yang disebabkan oleh beberapa

hal, antara lain :

Belum terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar bagi PMKS;

Masih kurangnya fasilitas umum yang ramah bagi Penyandang Disabilitas;
Belum optimalnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
Belum optimalnya pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial;

Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Sosial dalam pelaksanaan

pelayanan di bidang sosial sebagai berikut :

Belum Optimalnya peran dari PSKS dalam mensosialisasikan program-
program bantuan yang ada di Dinas Sosial;

Masih relatif rendahnya kualitas dari PSKS sehingga butuh adanya
pelatihan-pelatihan bagi PSKS;

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelayakan menerima bantuan;
Belum optimalnya penanganan Bencana dari tim cepat tanggap bencana ;
Masih diperlukannya nilai-nilai kesetiakawanan Sosial pada masyarakat
kota Payakumbuh

Masih banyak aparat pemerintah yang belum memahami program sosial;
Adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah yang
melakukan verivali maupun verifikasi data untuk menerima bantuan-

bantuan sosial;

Sedangkan ancaman pengembangan pelayannan Dinas Sosial Kota

Payakumbuh dalam pelaksanaan pelayanan antara lain :

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelayakan menerima bantuan

Masih banyak aparat pemerintah yang belum memahami program social



- Adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah yang
melakukan verivali maupun vSerifikasi data untuk menerima bantuan-

bantuan sosial

Berdasarkan permasalahan dan uraian sebelumnya dapat ditentukan
isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
Dinas Sosial Kota Payakumbuh sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Kemandirian PMKS
2. Belum optimalnya peran serta PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan

sosial

2.4 Review terhadap RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2024

Review terhadap RKPD tahun 2024 berkaitan dengan program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 Rumusan
kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja,
target/tolak ukur dan dana yang dibutuhkan terlampir dalam format 2.3.

Berkaitan dengan keselarasan antara Rencana Kerja Dinas Sosial
2024 dengan RKPD tahun 2024 antara lain :

a. Penyesuaian Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah pada Permendagri Nomor 90 Tahun
2019

b. Penyesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sesuai dengan
Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

c. Penyesuaian Pagu Indikatif Renja Dinas Sosial 2024 dengan Pagu
Indikatif yang telah ditetapkan dalam RKPD 2025

d. Penyesuaian Indikator dan Tolak Ukur berupa :

= Capaian Program

= Keluaran (Output)

= Hasil (Outcome)

=  Kelompok Sasaran Kegiatan

e. Target Kinerja



TABEL 2.3

URUSAN 7,140,369,475 URUSAN 5,940,369,545
PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN
BIDANG SOSIAL BIDANG SOSIAL
PROGRAM Payakum | Nilai IKM Dinsos 93 3,463,109,420 | PROGRAM Payak | Nilai IKM Dinsos 93
PENUNJANG URUSAN buh PENUNJANG URUSAN | umbu 3,507,809,971
PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN h
DAERAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Payakum | Persentase 100 35,115,150 | Perencanaan, Payak | Persentase ketersediaan 100
Penganggaran, dan buh ketersediaan Penganggaran, dan umbu | dokumen perangkat daerah 35,115,150
Evaluasi Kinerja dokumen perangkat Evaluasi Kinerja h
Perangkat Daerah daerah Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Payakum | Jumlah Dokumen 9 Penyusunan Dokumen | Payak | Jumlah Dokumen 9 Dokumen
Perencanaan Perangkat buh Perencanaan Perangkat | Dokumen 28,650,350 | Perencanaan umbu | Perencanaan Perangkat 28,650,350
Daerah Daerah Perangkat Daerah h Daerah
Evaluasi Kinerja Payakum | Jumlah Laporan Evaluasi | 4laporan Evaluasi Kinerja Payak | Jumlah Laporan Capaian 13 laporan
Perangkat Daerah buh Kinerja Perangkat 6,464,800 Perangkat Daerah umbu | Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 6,464,800
Daerah h Kinerja SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD Jumlah Laporan
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Administrasi Payakum | Persentase capaian 85 2,490,013,261 | Administrasi Payak | Persentase capaian 85
Keuangan Perangkat buh realisasi keuangan Keuangan Perangkat | umbu | realisasi keuangan program 2,511,178,888
Daerah program dan kegiatan Daerah h dan kegiatan




Penyediaan Gaji dan Payakum | Jumlah Orang yang 23 orang Penyediaan Gaji dan Payak | Jumlah Orang yang Menerima 19 orang
Tunjangan ASN buh Menerima Gaji dan 2,317,023,261 | Tunjangan ASN umbu | Gaji dan Tunjangan ASN 2,338,188,888
Tunjangan ASN h
Penyediaan Payakum | Jumlah Dokumen Hasil 12 Penyediaan Payak | Jumlah Dokumen Hasil 12 dokumen
Administrasi buh Penyediaan dokumen 172,990,000 | Administrasi umbu | Penyediaan Administrasi 172,990,000
Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas h Pelaksanaan Tugas ASN
Pelaksanaan Tugas ASN ASN
Administrasi Payakum | Persentase Layanan 100 17,002,240 | Administrasi Payak | Persentase Layanan 100
Kepegawaian buh Kepegawaian ASN Kepegawaian umbu | Kepegawaian ASN Dinas 17,002,240
Perangkat Daerah Dinas Sosial yang Perangkat Daerah h Sosial yang sesuai Standar
sesuai Standar
Pengadaan Pakaian Payakum | Jumlah Paket Pakaian 32 paket Pengadaan Pakaian Payak | Jumlah Paket Pakaian Dinas 32 paket
Dinas Beserta Atribut buh Dinas beserta Atribut 17,002,240 Dinas Beserta Atribut | umbu | beserta Atribut Kelengkapan 17,002,240
Kelengkapannya Kelengkapan Kelengkapannya h
Administrasi Umum Payakum | Persentase layanan 100 291,518,850 | Administrasi Umum Payak | Persentase layanan 100
Perangkat Daerah buh administrasi umum Perangkat Daerah umbu | administrasi umum Dinas 291,518,850
Dinas Sosial sesuai h Sosial sesuai standar
standar
Penyediaan Komponen Payakum | Jumlah Paket Komponen 8 paket Penyediaan Payak | Jumlah Paket Komponen 8 paket
Instalasi buh Instalasi 3,913,650 Komponen Instalasi umbu | Instalasi Listrik/Penerangan 3,913,650
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan h Bangunan Kantor yang
Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang Bangunan Kantor Disediakan
Disediakan
Penyediaan Bahan Payakum | Jumlah bahan-bahan 85 item Penyediaan Bahan Payak | Jumlah Paket Bahan Logistik 6 paket
Logistik Kantor buh kebutuhan yang dibeli 44,896,100 Logistik Kantor umbu | Kantor yang Disediakan 44,896,100
h Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat




Penyediaan Barang Payakum | Jumlah barang yang 12 jenis Penyediaan Barang Payak | Jumlah Paket Barang Cetakan 2 paket
Cetakan dan buh dicetak, digandakan dan 19,674,500 Cetakan dan umbu | dan Penggandaan yang 19,674,500
Penggandaan dijilid Penggandaan h Disediakan
Penyediaan Bahan Payakum | Jumlah buku dan surat 365 Penyediaan Bahan Payak | Jumlah Dokumen Bahan 2 dokumen
Bacaan dan Peraturan buh kabar yang dibayarkan eksemplar | 5,037,000 Bacaan dan Peraturan | umbu | Bacaan dan Peraturan 5,037,000
Perundang-undangan Perundang-undangan h Perundang-Undangan yang
Disediakan
Fasilitasi Kunjungan Payakum | Jumlah porsi nasi dan 1208 porsi Fasilitasi Kunjungan Payak | Jumlah Laporan Fasilitasi 10 laporan
Tamu buh snak yang disediakan 4,997,600 Tamu umbu | Kunjungan Tamu 4,997,600
h
Penyelenggaraan Rapat Payakum | Jumlah perjalanan dinas 20 kali Penyelenggaraan Payak | Jumlah Laporan 40 laporan
Koordinasi dan buh yang dilakukan 213,000,000 Rapat Koordinasi dan | umbu | Penyelenggaraan Rapat 213,000,000
Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD h Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
Pengadaan Barang Payakum | Persentase terpenuhi 100% 147,951,359 | Pengadaan Barang Paya | Persentase terpenuhi 100%
milik Daerah buh kebutuhan sarana dan milik Daerah kumb | kebutuhan sarana dan 147,951,359
Penunjang Urusan prasarana kantor Penunjang Urusan uh prasarana kantor
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Pengadaan mebel Payakum | Jumlah Paket Mebel 5 unit Pengadaan mebel Payak | Jumlah Paket Mebel yang 3 paket
buh yang Disediakan 40,000,000 umbu | Disediakan 40,000,000
h
Pengadaan Peralatan Payakum | Jumlah unit Peralatan 5 unit Pengadaan Peralatan Payak | Jumlah unit Peralatan dan 2 unit
dan Mesin Lainnya buh dan Mesin Lainnya yang 40,000,000 dan Mesin Lainnya umbu | Mesin Lainnya yang 40,000,000
disediakan h disediakan
Pengadaan Sarana dan Payakum | Jumlah Unit Sarana dan 2 unit Pengadaan Sarana dan | Payak | Jumlah Unit Sarana dan 2 unit
Prasarana Gedung buh Prasarana Gedung 67,951,359 Prasarana Gedung umbu | Prasarana Gedung 67,951,359
Kantor atau Bangunan Kantor atau Bangunan h

Lainnya

Lainnya




Penyediaan Jasa Payakum | Persentase Jasa 100 273,188,560 | Penyediaan Jasa Payak | Persentase Jasa Layanan 100
Penunjang Urusan buh Layanan Umum yang Penunjang Urusan umbu | Umum yang yang 296,723,484
Pemerintahan Daerah yang dibayarkan Pemerintahan h dibayarkan
Daerah
Penyediaan Jasa Payakum | Jumlah Laporan 12 laporan Penyediaan Jasa Payak | Jumlah Laporan Penyediaan 12 laporan
Komunikasi, Sumber buh Penyediaan Jasa 3,688,560 Komunikasi, Sumber umbu | Jasa Komunikasi, Sumber 3,688,560
Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik h Daya Air dan Listrik yang
Daya Air dan Listrik Disediakan
yang Disediakan
Penyediaan Jasa Payakum | Jumlah Laporan 12 laporan Penyediaan Jasa Payak | Jumlah Laporan Penyediaan 12 laporan
Pelayanan Umum buh Penyediaan Jasa 269,500,000 Pelayanan Umum umbu | Jasa Pelayanan Umum Kantor 293,034,924
Kantor Pelayanan Umum Kantor h yang Disediakan
Kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Payakum | Persentase BMD milik 100 208,320,000 | Pemeliharaan Payak | Persentase BMD milik 100
Milik Daerah buh Dinas Sosial dalam Barang Milik Daerah | umbu | Dinas Sosial dalam keadaan 208,320,000
Penunjang Urusan keadaan baik Penunjang Urusan h baik
Pemerintahan Daerah Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa Payakum | Jumlah Kendaraan 1 unit Penyediaan Jasa Payak | Jumlah Kendaraan 1 unit
Pemeliharaan, Biaya buh Perorangan Dinas atau 39,190,000 Pemeliharaan, Biaya umbu | Perorangan Dinas atau 39,190,000
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Pemeliharaan, dan h Kendaraan Dinas Jabatan
Kendaraan Perorangan Jabatan yang Dipelihara Pajak Kendaraan yang Dipelihara dan
Dinas atau Kendaraan dan dibayarkan Perorangan Dinas atau dibayarkan Pajaknya
Dinas Jabatan Pajaknya Kendaraan Dinas
Jabatan
Penyediaan Jasa Payakum | Jumlah Kendaraan Dinas 17 unit Penyediaan Jasa Payak | Jumlah Kendaraan Dinas 17 unit
Pemeliharaan, Biaya buh Operasional atau 159,160,000 Pemeliharaan, Biaya umbu | Operasional atau Lapangan 159,160,000
Pemeliharaan, Pajak dan Lapangan yang Pemeliharaan, Pajak h yang Dipelihara dan
Perizinan Kendaraan Dipelihara dan dan Perizinan dibayarkan Pajak dan
Dinas Operasional atau dibayarkan Pajak dan Kendaraan Dinas Perizinannya
Lapangan Perizinannya Operasional atau

Lapangan




Pemeliharaan Peralatan | Payakum | Jumlah Peralatan dan 12 unit Pemeliharaan Payak | Jumlah Peralatan dan Mesin 12 unit
dan Mesin Lainnya buh Mesin Lainnya yang 9,970,000 Peralatan dan Mesin umbu | Lainnya yang Dipelihara 9,970,000
Dipelihara Lainnya h
II PROGRAM Payakum | Persentase PSKS yang 70 277,028,480 | PROGRAM Payak | Persentase PSKS yang 70
PEMBERDAYAAN buh berdaya dalam PEMBERDAYAAN umbu | berdaya dalam 277,028,550
SOSIAL penyelenggaraan SOSIAL h penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial
Pengumpulan Payakum | Persentase 100% 99,830 | Pengumpulan Payak | Persentase Pengumpulan 100%
Sumbangan dalam buh Pengumpulan Sumbangan dalam umbu | Sumbangan yang berjalan 99,900
Daerah Kabupaten/ Sumbangan yang Daerah Kabupaten/ h sesuai aturan
Kota berjalan sesuai aturan Kota
Koordinasi dan Payakum | Jumlah Dokumen Hasil 1 dokumen Koordinasi dan Payak | Jumlah Dokumen Hasil 1 dokumen
Sinkronisasi Penerbitan buh Koordinasi dan 99,830 Sinkronisasi umbu | Koordinasi dan Sinkronisasi 99,900
Izin Undian gratis Sinkronisasi Penerbitan Penerbitan Izin h Penerbitan Izin Undian Gratis
berhadiah dan Izin Undian Gratis Undian gratis Berhadiah dan Pengumpulan
Pengumpulan Uang atau Berhadiah dan berhadiah dan Uang atau Barang
Barang Pengumpulan Uang atau Pengumpulan Uang
Barang atau Barang
Pengembangan Payakum | Persentase PSKS yang 100 276,928,650 | Pengembangan Payak | Persentase PSKS yang 100
Potensi Sumber buh berjalan sesuai Potensi Sumber umbu | berjalan sesuai fungsinya 276,928,650
Kesejahteraan Sosial fungsinya Kesejahteraan Sosial h
Daerah Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Peningkatan Payakum | Jumlah Orang Mendapat | 137 orang Peningkatan Payak | Jumlah Orang Mendapat 150 orang
Kemampuan Potensi buh Peningkatan Kapasitas 209,220,100 Kemampuan Potensi umbu | Peningkatan Kapasitas 209,220,100
Pekerja Sosial Pekerja Sosial Pekerja Sosial h Pekerja Sosial Masyarakat
Masyarakat Masyarakat Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
Kewenangan Kewenangan Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota




Peningkatan Payakum | Jumlah Tenaga 5 orang Peningkatan Payak | Jumlah Tenaga Kesejahteraan 5orang
Kemampuan Potensi buh Kesejahteraan Sosial 7,200,000 Kemampuan Potensi umbu | Sosial Kecamatan 7,200,000
Tenaga Kesejahteraan Kecamatan Kewenangan Tenaga Kesejahteraan h Kewenangan Kabupaten/Kota
Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota yang Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya
Kewenangan Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Peningkatan Payakum | Jumlah Lembaga 11 Peningkatan Payak | Jumlah Lembaga 11lembaga
Kemampuan Potensi buh Kesejahteraan Sosial lembaga | 50,451,350 Kemampuan Potensi umbu | Kesejahteraan Sosial yang 50,451,350
Sumber Kesejahteraan yang Meningkat Sumber Kesejahteraan h Meningkat Kapasitasnya
Sosial Kelembagaan Kapasitasnya Sosial Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota
Masyarakat Kewenangan Masyarakat
Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Peningkatan Payakum | Jumlah Sertifikat yang 54 Peningkatan Payak | Jumlah Sertifikat yang dari 6 Sertifikat
Kemampuan Sumber buh dari Hasil Peningkatan Sertifikat | 10,057,200 Kemampuan Sumber umbu | Hasil Peningkatan Sumber 10,057,200
Daya Manusia dan Sumber Daya Manusia Daya Manusia dan h Daya Manusia dan Lembaga
Penguatan Lembaga dan Lembaga Konsultasi Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan
Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Konsultasi Keluarga (LK3) Kewenangan
Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kesejahteraan Kabupaten/Kota
(LK3) Kabupaten/Kota Keluarga (LK3)
Il | PROGRAM Payakum | Persentase PMKS yang 99.9 569,834,115 | PROGRAM Payak | Persentase PMKS yang 99.9
REHABILITASI SOSIAL buh tertangani oleh PSKS REHABILITASI umbu | tertangani oleh PSKS 569,834,115
SOSIAL h




Rehabilitasi Sosial Payakum | Persentase PMKS yang 80 569,834,115 | Rehabilitasi Sosial Payak | Persentase PMKS yang 80
Dasar Penyandang buh mendapat Rehabilitasi Dasar Penyandang umbu | mendapat Rehabilitasi 569,834,115
Disabilitas Terlantar, Sosial Disabilitas Terlantar, h Sosial
Anak Terlantar, Lanjut Anak Terlantar,
Usia Terlantar, serta Lanjut Usia
Gelandangan Terlantar, serta
Pengemis di Luar Gelandangan
Panti Sosial Pengemis di Luar
Panti Sosial
Penyediaan Payakum | Jumlah Orang yang 90 orang Penyediaan Payak | Jumlah Orang yang 90 orang
Permakanan buh Mendapatkan 451,657,265 Permakanan umbu | Mendapatkan Pemenuhan 451,657,265
Pemenuhan Kebutuhan h Kebutuhan Permakanan
Permakanan Sesuai Sesuai dengan Standar Gizi
dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan
Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Penyediaan Sandang Payakum | Jumlah Orang yang 1 orang Penyediaan Sandang Payak | Jumlah Orang yang Menerima 1 orang
buh Menerima Pakaian dan 99,750 umbu | Pakaian dan Kelengkapan 99,750
Kelengkapan Lainnya h Lainnya yang Tersedia dalam
yang Tersedia dalam 1 1 Tahun Kewenangan
Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Penyediaan Alat Bantu Payakum | Jumlah Orang yang 1 orang Penyediaan Alat Bantu | Payak | Jumlah Orang yang 1orang
buh Mendapatkan Alat Bantu 56,562,800 umbu | Mendapatkan Alat Bantu dan 56,562,800
dan Alat Bantu Peraga h Alat Bantu Peraga Sesuai
Sesuai kebutuhan kebutuhan Kewenangan
Kewenangan Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota




Pemberian Pelayanan Payakum | Jumlah Orangyang 10 orang Pemberian Pelayanan | Payak | Jumlah Orang yang 20 orang
Reunifikasi Keluarga buh Mendapatkan Pelayanan 17,722,550 Reunifikasi Keluarga umbu | Mendapatkan Pelayanan 17,722,550
Reunifikasi Keluarga h Reunifikasi Keluarga
Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Pemberian Bimbingan Payakum | Jumlah Peserta 250 orang Pemberian Bimbingan | Payak | Jumlah Peserta Bimbingan 15 orang
Fisik, Mental, Spiritual buh Bimbingan Fisik, Mental, 43,791,750 Fisik, Mental, Spiritual | umbu | Fisik, Mental, Spiritual dan 43,791,750
dan Sosial Spiritual dan Sosial dan Sosial h Sosial Kewenangan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
IV | Program Payakum | Persentase 100 2,699,685,395 | Program Payak | Persentase keakuratan data 100
Perlindungan dan buh keakuratan data Perlindungan dan umbu | kemiskinan (DTKS) 1,454,984,844
Jaminan Sosial kemiskinan (DTKS) Jaminan Sosial h
Pengelolaan Data Payakum | Persentase Pengaduan 100 2,699,685,395 | Pengelolaan Data Payak | Persentase Pengaduan yang 100
Fakir Miskin Cakupan buh yang ditindak lanjuti Fakir Miskin umbu | ditindak lanjuti 1,454,984,844
Daerah Kabupaten/ Cakupan Daerah h
Kota Kabupaten/ Kota
Pendataan Fakir Miskin Payakum | Jumlah kegiatan verivali 2 kali Pendataan Fakir Payak | Jumlah Fakir Miskin Cakupan | 40.000 orang
Cakupan Daerah buh data PMKS, DTKS dan 381,856,145 Miskin Cakupan umbu | Daerah Kabupaten/Kota yang 441,972,294
Kabupaten/ Kota PBIJKN yang dilakukan Daerah Kabupaten/ h Didata
Kota
Pengelolaan Data Fakir Payakum | Jumlah pengaduan 1200 jiwa Pengelolaan Data Payak | Jumlah Keluarga yang 8200
Miskin Cakupan Daerah buh individu (RTS yang 147,256,050 Fakir Miskin Cakupan | umbu | Mendapatkan Pengentasan keluarga 147,256,050
Kabupaten/Kota terlayani) Daerah h Fakir Miskin Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Fasilitasi Bantuan Sosial | Payakum | Jumlah Penerima 3500 KK Fasilitasi Bantuan Payak | Jumlah Keluarga Penerima 104 keluarga
Kesejahteraan Keluarga buh Sembako yang masuk 2,004,816,700 Sosial Kesejahteraan umbu | Manfaat (KPM) yang 700,000,000
dalam DTKS Keluarga h Mendapatkan Bantuan Sosial
Kesejahteraan Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota




Fasilitasi Bantuan Payakum | Jumlah bantuan 2 Fasilitasi Bantuan Payak | Jumlah orang mendapatkan 1 orang
Pengembangan buh ekonomi masyarakat kelompok | 165,756,500 Pengembangan umbu | Bantuan Pengembangan 165,756,500
Ekonomi Masyarakat yang ditindak lanjuti Ekonomi Masyarakat h Ekonomi Masyarakat
Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM Payakum | Persentase korban 100 50,621,800 | PROGRAM Payak | Persentase korban bencana 100
PENANGANAN buh bencana yang PENANGANAN umbu | yang tetangani 50,621,800
BENCANA tetangani BENCANA h
Perlindungan Sosial Payakum | Persentase PMKS yang 100 50,422,300 | Perlindungan Sosial Payak | Persentase PMKS yang 100
Korban Bencana Alam buh mendapat Korban Bencana umbu | mendapat Perlindungan 50,422,300
dan Sosial Perlindungan Sosial Alam dan Sosial h Sosial
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Penyediaan Makanan Payakum | Jumlah korban bencana 20 Penyediaan Makanan Payak | Jumlah Orang yang 25 orang
buh yang diberikan makanan | kejadian | 50,222,800 umbu | Mendapatkan Permakanan 50,222,800
h 3x1 Hari dalam Masa Tanggap
Darurat (Pengungsian)
Kewenangan Kabupaten/Kota
Penyediaan Sandang Payakum | Jumlah korban bencana 8 orang Penyediaan Sandang Payak | Jumlah Orang yang 1orang
buh yang mendapat tempat 99,750 umbu | Mendapatkan Pakaian dan 99,750
pengungsian h Kelengkapan Lainnya yang
Tersedia pada Masa Tanggap
Darurat (Pengungsian) dan
Pasca Bencana Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penyediaan Tempat Payakum | Jumlah kelompok rentan 8 orang Penyediaan Tempat Payak | Jumlah Tempat Pengungsian 1 unit
Penampungan buh yang dilayani 99,750 Penampungan umbu | Kewenangan Kabupaten/Kota 99,750
Pengungsi Pengungsi h
Penyelenggaraan Payakum | Persentase PMKS yang 100 199,500 | Penyelenggaraan Paya | Persentase PMKS yang 100
Pemberdayaan buh mendapat Pemberdayaan kumb | mendapat Pemberdayaan 199,500
Masyarakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat uh Masyarakat
Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap
Bencana Kabupaten/ Kesiapsiagaan

Kota

Bencana Kabupaten/
Kota




Kabupaten/Kota

Koordinasi, Sosialisasi Payakum | Jumlah Kampung yang 2 kampung Koordinasi, Sosialisasi | Payak | Jumlah Kampung yang 2 kampung
dan Pelaksanaan buh Melaksanakan 99,750 dan Pelaksanaan umbu | Melaksanakan Koordinasi, 99,750
Kampung Siaga Bencana Koordinasi, Sosialisasi Kampung Siaga h Sosialisasi dan Pelaksanaan
dan Pelaksanaan Bencana Kampung Siaga Bencana
Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sosialisasi Payakum | Jumlah Orang yang 15 orang Koordinasi, Sosialisasi | Payak | Jumlah Orangyang 15 orang
dan Pelaksanaan Taruna buh Melaksanakan 99,750 dan Pelaksanaan umbu | Melaksanakan Koordinasi, 99,750
Siaga Bencana Koordinasi, Sosialisasi Taruna Siaga Bencana h Sosialisasi dan Pelaksanaan
dan Pelaksanaan Taruna Taruna Siaga
Siaga Bencana Kewenangan
Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
VI | PROGRAM Payakum | Persentase 100 80,090,265 | PROGRAM Payak | Persentase keterlibatan 100
PENGELOLAAN buh keterlibatan kelompok PENGELOLAAN umbu | kelompok masyarakat 80,090,265
TAMAN MAKAM masyarakat dalam TAMAN MAKAM h dalam peringatan hari
PAHLAWAN peringatan hari PAHLAWAN Pahlawan
Pahlawan
Pemeliharaan Taman Payakum | Persentase 100 80,090,265 | Pemeliharaan Payak | Persentase terpeliharanya 100
Makam Pahlawan buh terpeliharanya TMP Taman Makam umbu | TMP Kusuma Bangsa dan 80,090,265
Nasional Kusuma Bangsa dan Pahlawan Nasional h Pejuang 45
Kabupaten/Kota Pejuang 45 Kabupaten/Kota
Rehabilitasi Sarana dan Payakum | Jumlah sarana dan 2 lokasi Rehabilitasi Sarana Payak | Jumlah Dokumen Hasil 2 dokumen
Prasarana Taman buh prasarana TMP yang 56,595,065 dan Prasarana Taman | umbu | Rehabilitasi serta 56,595,065
Makam Pahlawan direhab Makam Pahlawan h Pemeliharaan Sarana dan
Nasional Nasional Prasarana Taman Makam
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Pahlawan Nasional




Pemeliharaan Taman Payakum | Jumlah TMP yang 2 lokasi Pemeliharaan Taman Payak | Jumlah Makam yang 289 makam

Makam Pahlawan buh diberikan pengamanan 23,495,200 Makam Pahlawan umbu | Terpenuhi Pemeliharannya 23,495,200
Nasional Nasional h pada Taman Makam

Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Pahlawan Kabupaten/Kota




2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Payakumbuh yang
berpedoman kepada Renstra Dinas untuk 1 tahun kedepan dilakukan dengan
memperhatikan usulan pemangku kepentingan pada waktu musrenbang
kelurahan, musrenbang kecamatan dan Forum OPD terkait dengan pelayanan
yang akan dilakukan kepada masyarakat. Selanjutnya usulan pemangku
kepentingan tersebut disesuaikan dengan isu- isu penting penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi Dinas Sosial.

Daftar usulan program dan kegiatan yang di usulkan masyarakat disajikan
dalam bentuk persandingan hasil musrenbang kecamatan dengan Renja Dinas

Sosial pada lampiran (Tabel 2.4 dan 2.5)
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Tabel 2.5

1 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber | Kota Pembinaan Karang 15 orang
Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Payakumbuh Taruna Kelurahan se
Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Kota Payakumbuh

2 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber | Kota Bulan Bhakti 1 paket
Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Payakumbuh Karang Taruna
Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

3 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber | Kota Pemberian atribut 150 stel
Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Payakumbuh dan kelengkapan
Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota pengurus karang

taruna se Kota
Payakumbuh




BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan RPD Kota Payakumbuh yang dikaitkan dengan

tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kota Payakumbuh adalah :
1. Peningkatan penanggulangan PMKS

2. Penigkatan pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-

program penanggulangan kemiskinan

3. Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan masalah social

dan pengembangan sumber daya tenaga kesejahteraan social
4. Peningkatan kesejahteraan social berbasis keluarga

Arah kebijakan lainnya terkait dengan Dinas Sosial adalah sebagai

berikut :

a. Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

(SAKIP)

b. Peningkatan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan reformasi

birokrasi

c. Menigkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial

Penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Payakumbuh berdasarkan isu-
isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial

dikaitkan dengan sasaran target kinerja Dinas Sosial Kota Payakumbuh.

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Sosial terutama merevisi
indikator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah
indikator juga merevisi penempatan indikator kinerja strategis menjadi lebih

menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu



selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas
Sosial Tahun 2023-2026.

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam
pelaksanaan reviu Rencana Strategis Dinas Sosial di lingkungan Pemerintah
Kota Payakumbuh antara lain:

1. Rekomendasi Bappeda Kota Payakumbuh

e Pada formulasi pengukuran untuk tiap-tiap kriteria indikator

dibuat rumus masing-masing.

e Indikator agar disesuaikan dengan cascading perangkat daerah.

2. Rekomendasi Narasumber Kementrian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
e Penggabungan beberapa indikator menjadi indikator yang dapat
menggambarkan cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas
Umum Dinas

e Beberapa indikator dihapus karena merupakan output kegiatan

o Kriteria indikator lembaga kemasyarakatan yang aktif perlu

ditambah kriteria yang lainnya

e Penggabungan kriteria dalam satu indikator kinerja.

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis

Dinas Sosial tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu
Dinas Sosial Kota Payakumbuh

1 |Menurunkan | Meningkatnya | Persentase
Tingkat PPKS yang PPKS yang
Kemiskinan |terlayani terlayani




3.3. Program dan Kegiatan

a. Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Perumusan
Program dan Kegiatan (Format 5) antara lain :
1. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah
Program dan kegiatan pada Dinas Sosial sangat Mendukung tujuan dan
sasaran Kepala Daerah yaitu Menurunkan Tingkat Kemiskinan dengan
sasaran Meningkatnya PPKS yang terlayani di Kota Payakumbubh.
Sasaran ini dicapai dengan strategi meningkatkan peran seluruh elemen
dalam pengentasan kemiskinan.
2. Pencapaian SDGs
Penyusunan Program dan kegiatan pada Dinas Sosial sangat
Mendukung pencapaian tujuan 1 ( satu ) SDGs yaitu: menanggulangi
kemiskinan.
3. Pengentasan Kemiskinan
Penyusunan Program dan kegiatan pada Dinas Sosial sangat
Mendukung Program pengentasan Kemiskinan yang sudah merupakan
program priorotas di Renstra dan Renja Dinas Sosial.
4. Pencapaian SPM
Penyusunan Program dan kegiatan pada Dinas Sosial sangat
mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang
mencakup sebagai berikut :
a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar
Panti skala kab/kota;
b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala
kab/kota;
c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala
kab/kota;
d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala
kab/kota;
e. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Pada tahun 2025 pada Dinas Sosial terdapat 6 Program, 13 kegiatan
dan 41 sub kegiatan dengan lokasi menyebar di seluruh kecamatan dan
kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Total kebutuhan dana

menurut sumber pendanaan :



e Sumber APBD Kota Payakumbuh : Rp. 9.824.778.180,-

Selanjutnya rincian program dan kegiatan menurut sumber
pendanaan APBD Kota, APBN dan APBD Propinsi dapat dilihat pada
Format 3.2.



TABEL 3.2

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

SOSIAL

5,940,369,545

5,459,382,530

PROGRAM PENUNJANG URUSAN Nilai IKM Dinsos Kota
PEMERINTAHAN DAERAH Payakumbuh
KABUPATEN/KOTA 91 3,507,809,971 DAU 91 3,197,806,135
Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase ketersediaan dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah perangkat daerah Kota 100 35,115,150 DAU 100 38,845,740
Payakumbuh
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Kota
Perangkat Daerah Daerah Payakumbuh 9 Dokumen 28,650,350 DAU 9 Dokumen 32,863,350
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Kota
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Payakumbuh 13 laporan 6,464,800 DAU 13 laporan 5,982,390
Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Persentase capaian realisasi keuangan Kota
Daerah program dan kegiatan Payakumbuh 85 2,511,178,888 DAU 85 2,473,940,985
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ]umlah ASN yang menerima Gaji dan Kota 23 orang 2.338188,888 DAU 23 orang 2.317,022,985
tunjangan Payakumbuh
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Kota
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 dokumen 172,990,000 12 dokumen 156,918,000
Payakumbuh
Administrasi Kepegawaian Persentase Layanan Kepegawaian ASN Kota
Perangkat Daerah Dinas Sosial yang sesuai Standar Payakumbuh 100 17,002,240 DAU 100 17,002,240
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kota
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan Payakumbuh 32 paket 17,002,240 DAU 32 paket 17,002,240
Administrasi Umum Perangkat Pt.ersentas'e layanafl administrasi umum Kota 100 291,518,850 DAU 100 178,204,550
Daerah Dinas Sosial sesuai standar Payakumbuh
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi Kota
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Payakumbuh 8 paket 3,913,650 DAU 8 paket 4,000,000

yang Disediakan




Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang

Disediakan Kota
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Payakumbuh 6 paket 44,896,100 DAU 6 paket 39,554,250
Menyurat
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Kota
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Payakumbuh 2 paket 19,674,500 DAU 2 paket 14,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan g(ie::(tjlil:l:::nPerundang-Undangan yang payall((?,t; - 2 dokumen 5,037,000 DAU 2 dokumen 4,000,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Kota
Tamu Payakumbuh 10 laporan 4,997,600 DAU 10 laporan 3,500,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kota
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Payakumbuh 40 laporan 213,000,000 DAU 40 laporan 113,150,300
Pengadaan Barang milik Daerah .
Penunjang Urusan Pemerintah Persentase terpenuhi kebutuhan Kota 100% 147,951,359 DAU 100% 86,900,755
Daerah sarana dan prasarana kantor Payakumbuh
Pengadaan mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan paya}f(%:lbuh 3 paket 40,000,000 DAU 3 paket 48,000,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ;l;r:;a;;(:)(ilitali’{zl;]alatan dan Mesin Lainnya payalf(?;:lbuh 2 unit 40,000,000 DAU 2 unit 8,000,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kota i 5135 . 55
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Payakumbuh 2 unit 67,951,359 DAU 2 unit 30,900,7
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase Jasa Layanan Umum yang Kota
Pemerintahan Daerah yang dibayarkan Payakumbuh 100 296,723,484 DAU 100 302,452,620
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kota
Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pa ak?lmbuh 12 laporan 3,688,560 DAU 12 laporan 10,795,380
yang Disediakan Y
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kota 12 laporan 293,034,924 DAU 12 laporan 291,657,240
Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Payakumbuh
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase BMD milik Dinas Sosial Kota
Penunjang Urusan Pemerintahan dalam keadaan baik Pavakumbuh 100 208,320,000 DAU 100 187,360,000
Daerah v
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara Kota ) )
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas | dan dibayarkan Pajaknya Payakumbuh 1 unit 39,190,000 DAU 1 unit 39,190,000

Jabatan




Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
;emehharaar.l, Pajak dan .Perlzman Lapangan yang Plpellhara dan dibayarkan Kota 17 unit 159,160,000 DAU 17 unit 138,200,000
endaraan Dinas Operasional atau Pajak dan Perizinannya Payakumbuh
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Kota ) )
Lainnya Dipelihara Payakumbuh 12 unit 9,970,000 DAU 12 unit 9,970,000
II | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PSKS yang berdaya dalam Kota
penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Payakumbuh 70 277,028,550 DAU 70 183,421,170
Pengumpulan Sumbangan dalam Persentase Pengumpulan Sumbangan Kota
Daerah Kabupaten/ Kota yang berjalan sesuai aturan Payakumbuh 100% 99,900 DAU 100% 99,830
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Izin Undian gratis berhadiah dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Kota
Pengumpulan Uang atau Barang Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Payakumbuh 1 dokumen 99,900 DAU 1 dokumen 99,830
Barang
Pengembangan Potensi Sumber Persentase PSKS yang berjalan sesuai Kota
Kesejahteraan Sosial Daerah fungsinya 100 276,928,650 DAU 100 183,421,170
Payakumbuh
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kota
Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan | Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Payakumbuh 137 orang 209,220,100 DAU 137 orang 119,220,950
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan | Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Kota
Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Payakumbuh 5orang 7,200,000 DAU 5orang 3,600,000
Kewenangan Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial
Sumber Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kota
Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota Payakumbuh 11lembaga 50,451,350 DAU 111embaga 50,452,960
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Jumlah Sertifikat yang dari Hasil
Manusia dan Penguatan Lembaga Peningkatan Sumber Daya Manusia dan
Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Kota 54 Sertifikat 10,057,200 DAU 54 Sertifikat 10,147,260
(LK3) Keluarga (LK3) Kewenangan Payakumbuh
Kabupaten/Kota
III | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase PMKS yang tertangani oleh Kota
PSKS Pavakumbuh 99.9 569,834,115 DAU 99.9 370,175,170
y




Kabupaten/Kota

104 keluarga

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang | Persentase PMKS yang mendapat 80
Disabilitas Terlantar, Anak Rehabilitasi Sosial
Terlantar, Lanjut Usia Terlanta Kota
) jut Usia Terlantar, Pavakumbuh 569,834,115 DAU 80 370,175,170
serta Gelandangan Pengemis di Luar ayakumbu
Panti Sosial
Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Kota
Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Payakumbuh 90 orang 451,657,265 DAU 90 orang 335,097,970
Kewenangan Kabupaten/Kota
Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kota
Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam Pavakumbuh 1 orang 99,750 DAU 1 orang 99,900
1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota ayakumbu
Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat
Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kota 1 orang 56,562,800 DAU 1 orang 99,900
kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota Payakumbuh
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Jumlah Orang yang Mendapatkan
Keluarga Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kota
Kewenangan Kabupaten,/Kota Payakumbuh 20 orang 17,722,550 DAU 20 orang 17,119,250
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,
Spiritual dan Sosial ip;l;;t;l;\tleia/r% gijlal Kewenangan Payall(((l)ltra;l b 15 orang 43,791,750 DAU 15 orang 17,758,150
Program Perlindungan dan Jaminan Persentase keakuratan data Kota
1A% Sosial kemiskinan (DTKS) Payakumbuh 100 1,454,984,844 DAU 100 1,490,367,235
v Pengelolaan Data Fakir Miskin Persentase Pengaduan yang ditindak Kota 100 1454.984 844 DAU
Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota lanjuti Payakumbuh 4 4 4 100 1,490,367,235
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kota
Daerah Kabupaten/ Kota Kabupaten/Kota yang Didata Pavakumbuh 40.000 orang 441,972,294 DAU 326,856,250
dyakumbu 40.000 orang
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Kota
Daerah Kabupaten/Kota Pengentasan Fakir Miskin Pavakumbuh 8200 keluarga 147,256,050 DAU 147,156,320
Kabupaten/Kota Y 8200 keluarga
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
Keluarga yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kota
Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Payakumbuh 104 keluarga 700,000,000 DAU 1,016,254,765




Fasilitasi Bantuan Pengembangan Jumlah orang mendapatkan Bantuan Kota
Ekonomi Masyarakat Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pavakumbuh 1 orang 165,756,500 DAU 99,900
Kewenangan Kabupaten/Kota ¥ 1 orang
PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase korban bencana yang Kota 100
vi tetangani Payakumbuh 50,621,800 DAU 100 50,621,800
Perlindungan Sosial Korban Bencana | Persentase PMKS yang mendapat Kota
Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Perlindungan Sosial Payakumbuh 100 50,422,300 DAU
100 50,422,300
Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan
Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Kota
Tanggap Darurat (Pengungsian) Payakumbuh 25 orang 50,222,800 DAU
Kewenangan Kabupaten/Kota 25 orang 50,222,800
Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian
dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia
pada Masa Tanggap Darurat Kota 1 orang 99,750 DAU
(Pengungsian) dan Pasca Bencana Payakumbuh
Kewenangan Kabupaten/Kota 1 orang 99,750
Penyediaan Tempat Penampungan Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kota i
Pengungsi Kabupaten/Kota Payakumbuh 1 unit 99,750 DAU 1 unit 99,750
Penyelenggaraan Pemberdayaan Persentase PMKS yang mendapat Kota
Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Pemberdayaan Masyarakat Pavakumbuh 100 199,500 DAU
Bencana Kabupaten/ Kota y 100 199,500
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan | Jumlah Kampung yang Melaksanakan
Kampung Siaga Bencana Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kota
Kampung Siaga Bencana Kewenangan Payakumbuh 2 kampung 99,750 DAU
Kabupaten/Kota 2 kampung 99,750
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan | Jumlah Orang yang Melaksanakan
Taruna Siaga Bencana Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kota
Taruna Siaga Bencana Kewenangan Payakumbuh 15 orang 99,750 DAU
Kabupaten/Kota 15 orang 99,750
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN Persentase keterlibatan kelompok Kota
Vil | MAKAM PAHLAWAN masyarakat dalam peringatan hari Pavakumbuh 100 80,090,265 DAU
Pahlawan y 100 80,090,265
Pemeliharaan Taman Makam Persentase terpeliharanya TMP Kota
Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Kusuma Bangsa dan Pejuang 45 Payakumbuh 100 80,090,265 DAU 100 80,090,265




Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Taman Makam Pahlawan Nasional

Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kota
Kabupaten/Kota Taman Makam Pahlawan Nasional Payakumbuh 2 dokumen 56,595,065 DAU 2 dokumen 56,595,065
Kabupaten/Kota
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan | Jumlah Makam yang Terpenuhi Kota
Nasional Kabupaten/Kota Pemeliharannya pada Taman Makam Payakumbuh 289 makam 23,495,200 DAU 289 makam 23,495,200

Pahlawan Kabupaten/Kota




BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL

Usulan rencana program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2025 dengan

sumber dana DAU Tahun 2025 sesuai pagu indikatif sementara Tahun 2025, format 6 terlampir.



REMCANA KERJA ORGANISAS] PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS S0OS51AL KOTA PAYAKUMEUH

TAHUN 2025

FRAMIAAAN MAJU REMCAHA

LRLIZAN / BIDENG ) TARGET REALIZAS] FRAFFLASH CAPAIAN FINEFJA DAM FERAND FA PERDANAAN TAHUN 2098
= INDIFATCR PROGC AAM AFHIR CAPALEN
URLIZAN | PROCAAM | - CEPSIAN FELOMPDK PERANGEAT DAERAH
KODE . KEJIATAN |/ 3UB PERICDE TARGET REMJA
FEMATAN | 3UB KEGLATAM FEMETRA REMSA FD OFD TAHLN TARGET PRICARITAS BALARAN PEMARCOGUND JAWAE
FEGIATAN oD TAHUM 2023 prert 2005 PACU INDIFATF (Rp) LOsAS SUMEER DAMA. TARJET PAZU INDIFATIF [Rp)
HATIeial | DAERAH
2 | 4 5 8 T g 5 0 i 12 13 14 15 1= L)
DIMAE BDEIAL £ Beld) B3R EE DD 4 B14.524 730, 00
1 NTAHAN £ Beld] B3R EEE DD 4 B14.524 T30, 00
WANE TANG EERFAITAN
DEMGAN PFELAYARAN
DARAR
188 FEMERINTAHAM £, Beld) B3R G DD 4 B14.524 T30, 00
EIDAMG S0EIAL
1888 PRCORAM PENUMJANG Wilad IFM DVveds Sodia) B4 Imdsle 54T R4 FRE DD 1.5 E0E BBD, DD
URLEAN FEMERINTAHAN | N Evalvas) AFCOF Dinas A FKabsgor
DAERAH Sosial Ohali \nspakiaral
FASUPATEMMOTA
gl A el Perencarasn, Perserfase ionsigens 00 £E 425 S0000 - Harfor Dinas Sosal 3T EEE EO0O0 | CHMAS SOE1AL
Penganggaran, dan Evaluasl | oropram kepiatan masra Hota Payskumbun
Hineria Perangicat Caeran dengan rea
10804 2 .0 Pemyusuran Dokuren Perencanaan Perangiat Doerah
JhaTiiah Dok S Dokurmen 220700000 | Kota DAgs, - Hantior Dinas Sosial 30.557.350,00 | DINAS S0E1AL
Pemncansan Peangks Fayakubuh, TRAMETER Hiota Payaismbut
Digeraiy Emmua LU DARA,
Kecamaian, ALTEAS] LR
Emmua KelDex
10604 2. M.0007 Evaiuas] Erera Ferangest Daemah
JhaTian Lanoran Evaluas! 4 Lapoman S3Z19.500,00 - Hartor Dinas Sosial 1258 150,00 | DINAS SOEIAL
Hinega Peranghar Dacrah Hiota Payakumbut
ioEMzZmE Adminisiras] Kemangan Persefase cansan realsrs BT % ZHZ2 09 57500 - Pegawal [nas ZATISAN SO0 | DINAS SOEIAL
Perangicat Doerain leEvRngan progeam dan Eoslal Kofa
le=giatan Payaurmbun
11.06.01 2020001 Penyediasn Caj dan Tunjangan ASM
Jhamian Crang vang Fa X6 D8 55500 - Pegawal [nas ZITOI2 58500 | DINAS SOEIAL
Menerime Gaf dan Crang'buian EBoslal Kofa
Turyangan A5 Payaurmbun
.06 .01 2 2 0On2 Penyediaan Adminisiad Peiaksamaan Tugas A=K
Ty Ciodumesy Hesl 112 Dol urmen; f56.000 000,00 | Kota ChAga, - Pegawal [hrias 152 218.000,00 | DINAS S0
Pemyediaan Agminisas! Fayakurmbuh, TRANETER Eosial Mo
Peiakzansan Tugas 45N Eema LILREDARNA Payakumbun
1 ALTEAE] UM
Semua KeTeza
1D6MZEE Agminisiras] Fepsgwalsn Perzease Lavanan D% 33 000 000,00 - Pegawal [nas 1700224000 | DINAS S0E1AL
Perangicat Coeran Mepegawaian ASN Eosial Mo
Inspeidoraf vang sl Payakumbuin
Siandar
1.06.01 2 0= 02 Pengacnan Fakalan Diras beserta Afrbut Kelenpapanmsa




FRAFIFAAN MAJ REMCAMA

LIRILZAN ! BIDARG ) TARGET REALIZAS FRAFIRAAN CAPAIAN FINEFJA DAMN FERANT A FENDANALN TAHLUN 208
z INDIFATOR PRCG AR/ AFHIR CAPALAN
URLIZAN ! PROGRAM | . CAPRLAN HELOHPON FERANIHAT DAERAH
KODE . HEGIATAN | SUB FERICDE TARGET REMJA
FEZATAN [ 3UB EEGLATAN RENETRA REHSS OFD OFDI TAHLN TERGET PRICRITAS LALARAN PEMANGGUNG JAWSAS
FEGIATAN R0 TAHUN 2033 T SEE PAIU INDIFATIF (Rpj LOsAS] SUMEER DAM& TARIET PRI INDIFATIF (Rpj
HAZCHAL | DAERAH
2 3 4 5 & T -] 3 L] 1 12 13 14 1= 1& 17
Jumiah Faker Fakaan Dines 12 Padezt 32.000.000,00 | Kota DWARA, - Dimas 1700224000 | DiNAS SOE1AL
mgmny Aot Kemngianan Fayakurbuh, TRANETER Eaela Mot
e URAUR-DARLA, Payakumbuh
h ALORCAST LA
SmTLa K D
106208 Adiminisras] Umam Perserfase iayanan 0% 3EE33E TIOO0 - Hanfor Dinas Sosial ZETOMI IS0 | DENAS SOE1AL
Pamangicat Dosran adiministas umum Dings Hiota Fayaismbun
SOmly Regla ST
11.06.01 2 DE. DI Pemyedaan Komponen instaas]
LisirikFenerangan Bangunan Eanbr
RATHEN Pafe! Momponan B Pkt 258400000 | Moty DA - Faantior Dinas Soedind 2ETE200,00 | DINAS S0EIAL
Insalasl Uik Pensrangan Fayakumibuh, TRAMEFE Hiota Payalsmbuh
Bangunan Ranior yang B LTI,
Disadiaian Keramatsn, SLORCAE] LBARA
Emmua KelDesa
1,06 01 2. D6.DO0 Pamyedizan Feraiaon Ruman Tangga
Jumiah Faker Peaian 4 Faket i08.036 600,00 | Kota DWARA, - oo Dinas. Sesial 108200 DO000 | DENAS S0E1AL
Rumah Tangga yang Fayakurbuh, TRANETER Hiota Fayaismbun
Disediavan Eemua URAUREDIANA,
) ALCEAS] LB
SmTLa K D
11085 01 = DE. D Penyediaan Sahan Logisik Kanfor
RATVEN FPafer Sahan Logistk £ Pkt 33.585500,00 | Kota DA - Faantior Dinas Soedind 2223228500 | DENAS SOEIAL
Hanfor yang Dissokaian Fayakumibuh, TRAMEFER Hiota Payalsmbuh
Emmm
\ ALCFUAS LBAA
Smmua KelDesa
1.06 0 2 DE.DONS Penmyedzan Saang Ceaian dan Penggandan
JaTian Faker Barang 1 Faes 15,090 000,00 | Kota TAMA - Fartor Cinas Sosal 11,957 220)00 | CHMAR SOELAL
Citaican dan Fengganchan Fayakurbuh, TRANETER Hiota Fayaismbun
yang Cisegliaian e URAUR-DARLA,
) ALCEAS] LB
SmTLa K D
11085 01 = D6 DS Penyediaan Sahan Eacaan dan Persbran Penundang-undangan
«hmiah Cokumen Eahan 2 Daolgrmen 4343 500,00 | Kola DIARS, - Karfor Dinas Sosial A 4000 | DiAS S0E1AL
Hacaan can Peratuan Fayaku—buh, TRANETER Fiota Fayaksmbun
P vang B LT T T
Disadiian Keramatsn, SLORCAE] LBARA
Epmue Kol
1.06.01 2 0. DOnE Fazifas] Kunjungan Tamu
Jumiah Laporan Fasifas! 10 Laporan 4.501.900,00 | Koia DARA, - oo Dinas. Soesial 210000000 | DENAS SOE1AL
Munjungan Tamu Payakurmibah, TRANSTER Fatz Paysiumbun
Eeia URILBADAMNA,
Facamamn, ALCRAE] LB
SmL K O
1.0 0 2 DE.DODS Penmysengpaman Rapat Koorinas dan Konsuts) SxFD




S TRROET | oo | PRANEREN C:APALAN KINEFLIA DN KERANGHKA FERDANAAN B g A
s INDIKATOR PROG RAM ANHIR CAPALEN
KOOE URLIZAN ! PROGRAM | HESATAN [ 3UB PERICDE CAPALAN TARGET REMJA FELOMPDF FERANGHAT DAERAH
FEMATAN [ 3UE FEQIATAN RENETRA REMSA OPD OFD TAHLM TERGET PRICRITAZ SAZARAN PEMANOOUNDS JAWAE
FEGIATAN o°D TAHUN 2023 ELert OE PAZU INDIFATIF [Rp) LOsAS] SUMEER DAMA TARJET PAZU INDIFATIF [Rp)
HARNO#AL | DAERAH
2 3 4 5 & 7T | 3 il 11 12 13 14 1= & 17
Jumiah Lasoran 4] Laporan 25,728 000,00 | Kota DVABA Kartor Dinas Soesial 108.7=5000,00 | DINAS SOELAL
VERNOENEaN Fayakumibuh, TRANEFER Kiota Payakumbuni
Hocroinas dan Monsutis Esmua LRUREDARA,
& ! ALOFAS] UL
Eemua KeDema
e zZOom Pengacdzan Barang Mk Perserfase imvpenutl 0% 251.531.000,00 Farfior Dinas Soeslal S4E24 000,00 | DENAS SOELAL
DCaerah Fenunjang Lnusan lebutnan saena prasaand Kota Payakumbun
10601 2. 07.0005 Pengacdzan Mebsl
ohmiah Fadeet Aisbed vang 4 Unit 53.533.000,00 Farfior Dinas Soeslal 3249200000 | DINAS S0E1AL
Disedisian Kota Payakumburi
1.065.01 Z07. 0006 Pengaidsan Persiatan dan Mesn Lainmya
Jurmiiah Lint Pesistan dan S UnR ET510.000,00 | Kota CMRA, Fartor Dinas Sl 3ZANZ000,00 | DANAS SOE1AL
Mec Lainma yang Fayakurbuh, TRAMETER Hota Payakumbun
Diseclaicn Emmua UL E-DARA,
! ALORAS] LR
Emmus KeiDesa
100 208 Penyedaan Jocs Penunjang | Persefase Jasas Lavanan 00 % IETASREX DD Pegaaal Dinas O AED EXOOD | DENAS SOE1NL
LUrnusan Pemearinkaqan L yang dEayadan Eaoeial Mok
Cerah Payakurmbuf
1.06.01 2 DE.DOO2 Pemyedzan Jacs Komunikas!, Sumber Daya Alr dan Lisarik
Jumiah Laporan 12 Laporan 358856000 | Kota DVRdA Pegasal Dinas 10.735350,00 | ANAS SOEIAL
uiass Aomonikasl Sumber FPayakumibuh, TRANEFER sl Fod
Diya Al glar Listrik yang Emma LTl TE, T Fayakumbun
Diseclaicn 1 ALORAS] LR
Emmus KeDesa
1.06.01 2. 06. D00 Penysdaan Jasy Pelyanan Umam Famior
Jmiah Laporan 12 Laporan 3E3.7:9.550,00 | Kot e Dinas ZSEET 240,00 | DENAS S0ELAL
Jes3 Peigyanan Limum Fayakuribuh, TRAME TS Eaoeial Mok
Mantor yang Dissdiaian Smma Payakurmbur
] ALTEAE] LR
Emmua KeiDesa
ezl Pemedharaan Barang Mk Perserase SUD milk Cinas 0% IF0s0.000,00 BND Dinas Sosisl 15736000000 | DINAS SOELAL
Caerah Fenunjang Unesan Sosiy delam keggean bak Kiota Payakumbuni
Pemeriniahan Coersh
1.06.0 2. 05, DO Penyedaan Jasa Femelharaan, Sl PereFaman, dan Pajak Kendaraan Pesorangan Dinas atau Mendaraen Dinas Jabatan
Wamiah Kendaroan 1 Uit 42.350000,00 | Kota DA, EAID Diras: Soskal 35.190.000,00 | DINAS SOE1AL
Pemovangan Dinas oy Payakurbuh, TRANEFER Fizta Pagyakurnbui
Mendarsan Dinas Jebaian Emmua LA DA,
yang Dipsihana can 1 ALORAS] LR
Palzryg Smmua Keesa
1.06.04 2 05, D2 Penyedasn Jass Pemelharaan, Sixa PersFaran, Fajak dan Pertzren Kandarsan Dine Operasional a0y Lapangan
Jumiah Kenoaraan Dinas 7 Unit Fes4000000 | Kota DA BMD Diras Sosis 13820000000 | DINAS SOELAL
Cperasional aow Lapangan FPayakumibuh, TRANEFER Kiota Payakumbuni
yang Cipsihan dan Eemua URAUR-DARA,
dibayaran Palak: o 1 ALOFAS] UL
Perizinanya Emmus KeDesa




KOOE

URLIZAN ! BIDAND
URUZAN | PROGRAM |
FEHATAN | 3UB
FEGIATAN

INDIFATOR PROGRAR !
FEQIATAN | 3UB
FEQLATAN

TARGET REMJA
OFD TAHUN

CAPAIAN FINERJA DAN FERAND KA FENDAMAAN

TARJET

[PACL INDIFATIF [Rpj

BUMEER DAMA

HELOWPOK
BARARAN

FRAFIFAAN MAJU REMCAMS

TAHUN 2028

TARGET

[PACU INDIKATIF [Rpj

FPERANGHAT DAERAH
PEMARGOUNG JAWAE

3

W

15

1.06.01 2 09,0006

Pemeiharzan Peraiatar dan Mesin Lainmya

uriah Perakafan dan Aesin
Lairya yang Dipsitara

2 Linit

13.470.000,00

DANA,
TRANEFER

URALI-DARS,
ALCEAET LW

BMD Dinas. Sosial
Fota Payakumbun

S.570.000,00

DENAS SOE1AL

18882

PRCGRAM
FPEMBERDSVAAN SOIAL

Parserdase PEKE yang
baarclay @ dalam
DTG ETRAT NS

E5.06E.000,00

283297 BB0,00

ez m

Pengumpuian Sambangen
i Daeraln
Kabupaten=iot

Persenfase PFengumpuian
Sumbangan yang begalan
s=sual atran

11.311.500,00

Masyarakal
Payakumburi

95.830,00

DENAS SOE1AL

1.06.002 02 D01

Koordinas! dan Sinkronisasi Penerbian izin Undan Gradis Eerhadiah dan Pengumpuian Liang

atau Bararg

TN Dokurmen Has!
Mocroinas dan Sinkrondsasi
[, v iz Lindian Graf's
Berhadiah gar Pengumpoian
Lang afau Savang

11311.50000

DA,
TRANEFER

ALORCAS] LRALRA

Masyaraeat
Payakumbuf

92.830,00

DA S0S1AL

oEoz 0

Pengembangan Polens!
Sumber Kessjahteaan
Sosial Daeraln
Kabupaten=iota

Persanfase FERE yang
berialan sesual ungsinyg

B5 %

3E3.747.50000

PEKE Kol
Payakumburi

263.168.050,00

DENAS SOE1AL

1.06.00 2 02,0001

Peningkaan Kamampuan Potens! Pekera Sosal Masyanat

Kewenangan Katupeteryol

TN Orang Lisncanar
Peningkaian Kapastas
Pefeva Sosia! Mananakat
Hewenangan
atupamnMots

224 220.000,00

PERE Moty
Payakumbuf

119.220.950,00

DA S0S1AL

1.06.00 2 02.0002

23760 500,00

DaMA,
TRANEFER

URUIEDARS,
LRSI

PEKE Kol
Payakumburi

3,500.000,00

DENAS SOE1AL

1.06.00 2 020002

25.740.000,00

PEKE Hobx
FPayakumbuh

130.199.840,00

DENAS SOE1AL

1.06.00 2 02.0005

10.057.000,00

Y
TRANEFER
URAUR-DARA,

ALORCAS] LRALRA

PEHE Ko
Payakumbuf

10.947.250,00

DNAS SOE1AL




FRAMFASH MAJU REMCANS

URLIZAN | BIDANG O Tﬁgl’ REALIZAZI w CAPAIAH FINERJA DAM FERAND KA PERDERAAN TEHUN 3338
KOOE URUSAN ! PROGRAM | KECIATAN | 3UB y FERICDE CAPRAN | up e BEMIA, HELCMPOK FERANGHAT DAERAH
EEMATAN | 3UB KEQIATAN RENETRA [REHA OFD OFD TAHUN TERGET PRICAITAE BABARAN PEMARGGUNG JAWAE
HEGIATAN oPD TAHUN 2023 o024 SEE PA&CAU INDIEATIF (Rpj LD#AS] BUMEER DAMA TARFET PECA INDIFATIF [Rpj
HARICRIAL | DAERAH
2 A 4 5 8 T -] £l L1 11 2 13 14 15 15 L
10804 PROGRAM REHABILITAY | persantass FPES pang BE % E18.821 850,00 ET0ATEITO.0N
FDEIAL bty o
106042M FRerabiltsl Sosial Casar Perserfase (%) pemyancang Bl% E£18.5621 650,00 - ITOOTS.270,00 | DINAS SOEIAL
Penyandang Disabifas disatiias Eriatar Disabiltas Terantar,
Tesiantar, Anak Teranta, dedantar, anjud psia feraniar Arak Teriankar,
Lanjut Usia Teriartar, serta dan gei Lanjut ‘Usia Terianiar,
Ceandangan Pengemisd AETETIIFANY
Luar Pant Sosii RESUENGT CISAME o e Pengemis o Moty
il Payakumbur
108,04 2 .00 Fenyedzan Semacsran
whumiah Orang yang 120 Crang 440584 750,00 - Penyandang 35057 570,00 | DINAS SOEIAL
Aidenclapsran Pemenunan Disabiftas Tetamar,
MEtLgunan Pemakanan Anaik Terantr,
Sesual gengan Shandar Gl Lasrjut \Usia Terianiar,
Adinima | Ceiandangan
wioia Pengemis d Moty
Payakumbut
1.06.04 2 M.0002 Penyedzan Sandang
wumian Orang vang 1 Drang 16207.500,00 | Kota - 55,500,000 | DENAS SIOELAL
Aienerima Padalkan dan Fayakumibuh, Disabiftas Tetamar,
L= L rang Eemua Anaik Terantr,
Tersadha dalam 7 Tafur Kecamatan, Lnjut Usia Teriamiar.
Hmsenangan Eemua KelDesa
KatupassrMota Penpemis dl Koty
Py
1.06.04.2 [.000 Pemberian Peiayanan Reunifias Koiuanm
«Jumian Orang vang 0 Orang 7.7I7250,00 | Mota D, - Peyancang 17.119.250,00 | DENAS SOEIAL
hienclcaian | Fayakuibuh, Disahiftzs Terdaniar,
Reuntiasi Kebaga Eemua Anaik Teriantr,
Kmyenanpan Kecamatan, ALORAED LA Lanjut \Usis Tartarrisr
KatupassrMota Epmua Ke Teza
Pangemiz dl Kot
Payakumbut
106,04 2 01.0005 Pemberian Bimbingan Fisk, Mental, Spirftual, dan Sosial
luriah Peseria Simbdngan 130 Crang Kot - Penyandang 17T.TSEAS000 | DINAS S0EIAL
Ak, e, Spinfial dan Fayakumibuh, Disahiftas Terantar,
Sosial J Eemua Aok Tariantr,
KatupassrMota Kecamatan, Lanjut \Usis Tartarrisr
Emmum Hoed Desa
Pengemis dl Kot
Payakumbut
10806 PROGRAM Pirseriase PMKE pang 0% 1.003. B2 800, DY ET4.3112.200,00
PERLINDUMCAN DAN WrTangard oMl PEHE
JAMINAN BCEAL
106052 I Penpsiolsan Doty Fakir Percerrase Sengaduan yang 0w 1.003.543 500,00 - Masyarsat wom AT4 312 20000 | DINAS SOEIAL
Mskin Cakupan Ceersh dtindak Jaryuy Payakumbut
Kabupaten'=.om
106052 [ DO Pendataan Fakr Kiskin Caloupan Dot Kabupabenob
wluriah Fakir My Cakupan 40000 Orang I35,567.000,00 | Kota - Masmyarsiat Mot 306556 350,00 | DINAS SOEIAL
yang Didata Epmua
y ALTRAST LRARA
Emmum Hoed Desa




FRAFIFAAHN MAJU REMCAMS

LRLIZAN | BIDANG ) TARGET REALIZASI FRAFIFAAMN CAPAIAN FINERJA DAN FERANC KA PERDANAAN TEHUN 2028
= INDIFATCR FROGRAM/ AFHIR CAPALAN
KODE URLIZAN ! PROCRAM J NEMATEN | SUB PERIDDE CAPMAN | rapeET REMAS FELCHWIPOHE, PERANGFAT DAERAH
FEHATAN | 3UB KEGIATAN RENETRA RERSS 0PD OFD TAHUM TARGET PRIORITAE BABARAN PEMANOGOUND JAWAE
FEGIATAN R0 TAHUN 2023 g 2005 PRI INDIFATIF [Rp) LOEASI BUMEER DAMA TARJET PACU INDIFATIF [Rp|
HAROHNEL | DAERAH
2 3 4 5 & T 8 9 0 1 12 13 14 1= 18 L1
10805 2 2 D02 Pengeiciaan Dot Fakr WMiskin Cakupan Daerah Kabupaten®oia
oumiiah Meluarga vang 8200 71.761.500,00 | Kota ] Masyarskat Mot 14756 050,00 | DINAS SOELAL
Ml | v g Payakuibuh, TRAMEFER Payakumbuti
(Fakdr Miskin Fahupaten ot Emmua LRALIE-DARNA,
1 ALOFAE] LA
Emmua KeDesa
10e052 2 0003 Fasifas] Bantuan Eosial Kessjahbermsan FKeiusms
uriiah Meluargs Penevima 2 E=uanga 93.000,00 Masyarskat Mot 99.500,00 | DHNAS SOELAL
Miarwaas (FPAE vang Payakumbuti
Mienchatior Bamfuar Sosial
Meseiaheeraan Meiuaga
Hewenangan
Matuparerots
10805 2 2 DO0E Fasifas] Banhuan Pengembangan Ekonorl Masgsrakat
umiiah Orang Lisncapaian 223 Orang =52 OHE.H00,00 Masyarskat Mot 99.500,00 | DHNAS SOELAL
L F T Payakumbuti
Ekpnci Masyarakar
Hewenangan
HabupatnyMota
10408 PRCORAM PFEHANGANAN | Forsendase Penanganan 08w T1.531.000,0% A8 EED,D
BEMCAMA Barvcana yang ditangan’
1EEZm Periindungan Sosial Korban | Perseafase korban bencana ek 50,255 000,00 Firban Eencna EBOT7.0S0,00 | DINAS SOEIAL
Bencara Alam dan Sosial aaT dan sosa yang Alam dan Sosial Kok
Kabupaten'®ot ity Rebuinan Payakumbun
dasamya paca saa dan
SEtean ENggan darumr
bencana daeran
Iabupatrn Ao
1.08.06 2. 01.0001 Penyediaan Makanan
umiiah Orang yang 25 Orang 50,557 000,00 Firban Eencna DINAS S0E1AL
Mol | Abaridan Soslal Kok
3vd Har' dalam Lasa Payakumbuh
Tanggap Danrar
{Pengungsian) Kewenangan
HatuparreMota
10606 2.01.0002 Penyediasn Sandang
umiiah Orang yang 1 Deang S3.000,00 | Kota ] Firban 99, 790,00 | DHNAS SOELAL
imnchoatan | Fayakumbuh, TRAMNETER Az dan Ecaial Koty
Hefenghanan Lanmya vang Emmu URLUREDANA,
Terssdha sy Lasa Tanpgar 1 ALTRCAS] LB
I oan Emmua KeTeza
Pasta Bencana Rewenangan
1.06.06 2. .03 Penyediann Tempat Penampungan Pengungsi
iumiiah Tempat Pengungsian 1 Unit Firban Eencna 99, 790,00 | DHNAS SOELAL
Hewenangan M dan Eosial Koty
Habupater¥oia Payakumbuf




R REMCANA
URLIZAHN | BIDANG T Tﬁgl’ REALIZAR PFLC:HFHAAN CAPAIAN FINERJA DAN FERANG KA PERDAHAAN TEHUS 3338
—= URLIZAN ! PROGRAR | Sipadele U || A || T || KELOMPOK FERANOHAT DAERAH
KEGATAN i 3UE FEGIATAN RENETRA RENJA OFD OFD TAHUN TARIET PRICRITAS BARARAN PEMANGOUNG JAWAE
FEGIATAN oon TAHUN 2023 azg e PAJU INDIFATIF [Rpj LOHASI BUMEER DAMA TARZET PACU INDIKATIF [Rpj
HARCHAL | DAERAH
2 3 4 5 & T 8 3 L1 L 12 13 14 1= 1% LI
gl i ctedling Pemysengganan Perzerfase PUKE yang - 0% 20.135.000,00 - Mosyarakat Kol 139,500,000 | DINAS SOEIAL
Pembesiyyaan mendapat FemberTayaan Payakumbun
Teshadap Keslapsiagoan Masyaraiat
Bencana Kabupesi=rFoty
1.06.06 2 2 D0 Koordinas!, Sosialsas! don Peiaksanaan Kampung Siaga Benona
luriah Kampung vang 1 Kampung - Mosyarakat Kol 99.7HL,00 | DINAS S0EIAL
A Fayakumbur
Sosiaiisas! dar Pelaisansan
Kampung Siaga Bencana
Hewenangan
MatupatereMota
1.06.06 2 [ DO2 Koordinas!, Sosialsas! don Peiaksanaan Tanra Saga Bencara
wumiah Orang vang 2 0eang Z0.037.000,00 | Hoia DA - hasyarakal Ko S5 THLOD | DINAS SOS1AL
Mejaksanakan Moorainas!, Fayakumbuh
Sosiaiisas! dar Pelalsansan
Taruna Siaga Sencand
Hawenangan
Habupat=reMota
10857 PROGRAM Pursirvitase THP pang - 0% 05050000, D3 147 260,00
FENGELDLASAK TAMAN b Tiara
MAF.AM FAHLAWAH
ple durped g} Pemei haraan Taman Makam naranys - 00 % 02 00 000,00 - Taran hskam 23.147250,00 | DINAS SOBIAL
Fahizaan Maszional TP Rusuma Sang=a dan Fahiawan
Kabupaten=.om Bajiang 45
108072 04.0001 Ferabitte Saara dn Prasaana Taman Makam Fahiawan Masional sabupaten®ota
humiiah Dodume s Haesl 2 Dokumen 55552 000,00 | Kots CIARA, - Taran hisksm EREE2NE0,00 | DINAS SOBIAL
Rehabllizs! ety Fayakumbuh, TRAMEFER Pahizwan
T Earana oan Ermua URIURHDARA,
Prasarana Taman Makam ., ALTFAET LR
Pahlawan Nasona! Ermua KelDesa
Mabupat=rMois
10607 2.01.0002 Pemei harsan Taman Makam Pahiaeasn Masional Kabupateri¥iota
rriiaf i yang 253 Wakam 48.458.000,00 | Kota DR - Taman Makam 23 455200,00 | DINAS S0SIAL
Tepety Per FPayakuribuh, Pahiowan
sada Taman Makam Eemua
Pahiawan Rabupaienot 1 ALORAST LW
Eemum KeDesa
JUMLAH (BB BB BRE DD 4B14.524 730,00




kasih.

PENUTUP
Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian :

Program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan kebutuhan pagu sementara
yang disediakan, urusan sosial merupakan urusan wajib pelayanan dasar
maka perlu diprioritaskan untuk pencapaian visi dan misi nasional, propinsi

dan daerah sebagaimana yang telah disampaikan pada uraian sebelumnya
Rencana Tindak lanjut

Program kegiatan yang disusun ini akan ditindak lanjuti sesuai dengan survey
lapangan, proposal dari masyarakat serta situasi dan kondisi yang terjadi

dilapangan.

Demikian renja ini disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya, terima

Payakumbuh, Juni 2024
epala Dinas Sosial
gQta Payakumbuh




LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA PAYAKUNMBUH
DINAS SOSIAL

JIin. Gelatik (P uti

Kode Pos 26217 Telepon/Fax. (O752) 91895
mail com

email

cdinsos

<

Elok), Kelurahan Tigo Koto Diate, Kota Pavakumbuh

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025

KOLOM 1 KOLOM 2 KOLOM 3 KOLOM 4 KOLOM 5 KOLOM 6 KOLOM 7 KOLOM 8 KOLOM 9
Isu Gender Kebijakan Dan Rencana Aksi Pengukuran Hasil
Kebijakan / Program / Kegiatan Data Pembuka Sebab Sebab
) Wawasan (Data Pilah ) eha eba Reformulasi Rencana Tolok Ukur Kinerja/Data N )
[Tujuan Faktor Kesenjangan Kesenjangan Kesenjangan . . - Target Kinerja/Indikator Gender
Gender) Tujuan Aksi Dasar Base Line
Internal Eksternal
Data kuantitatif, Sebab Apabila tujuan e GO
kualitatif, hasil kegiatan| Rumusan masalah yaitu adanya |Sebab kesenjangan| kesenjangan dalam kolom 1 | Rumusan baru atas enje . .
- . . . . : kinerja untuk In put, Indikator capaian dan target
Ditulis kebijakan/program/kegiatan tahun lalu (hasil kesenjangan (pada akses, yang datangnya |yang datangnya | belum responsif program atau L -
. : ) . . - - . Output dan Outcomes kinerja responsif gender (Input,
dan tujuan dari kegiatan evaluasi) dan data kontrol, manfaat dan peran laki- dari dalam dari luar gender harus kegiatan untuk X X
. X e s . A dari kegiatan yang Output dan Outcomes)
dasar atas isu gender laki dan perempuan) organisasi/SKPD organisasi/  |dirumuskan ulang| mencapai tujuan )
) diselenggarakan
yang ada SKPD responsif gender
Program :
Rehabilitasi Sosial Masih banyaknya 1). Dari aspek akses keterlibatan |1). Masih kurang  |1). Masih Meningkatnya Menyediakan Input : Input :

_ _ _ Lanjut Usia Terlantar |Lanjut Usia Terlantar, Anak mengertinya terbatasnya jumlah lanjut usia |bantuan permakanan|Lanjut usia terlantar, anak|Lanjut usia terlantar, anak terlantar
Kegiatan: REhﬁ_lbllté_l_Sl Sosial Dasar  |yang berusia 60 tahun |Terlantar dan Penyandang tentang arti konsep |pemahaman terlantar, anak  |yang responsif terlantar dan penyandang [dan penyandang disabilitas di luar
Penyandang DlSﬁbl']taS te‘lrlantar, atau lebih, Anak disabilitas baik Perempuan dan  [gender dalam masyarakat terlantar dan gender bagi lanjut disabilitas di luar panti di |panti di Kota Payakumbuh yang
Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar yang berusia |Laki-Laki dalam memenuhi membuat tentang penyandang usia terlantar, anak |Kota Payakumbuh dibantu sudah Responsif Gender
Terlantar, se;rta Gelandlanga-n dan 5-18 tahun dan kebutuhan dasarnya masih program/kegiatan  |pengertian disabilitas di luar |terlantar dan
Pengemis di Luar Panti Sosial. Penyandang disabilitas |terbatas Gender panti di Kota penyandang Output : Meningkatkan [Output :

yang tidak dapat 2). Partisipasi dalam kegiatan ini 2). Lanjut Usia |Payakumbuh disabilitas di luar bantuan permakanan Meningkatnya bantuan
Sub Kegiatan : memenuhi kebutuhan  [tidak membedakan antara laki-laki Terlantar, Anak |yang terpenuhi |panti di Kota yang responsif gender permakanan yang responsif
Penyediaan Permakanan dasarnya baik secara |dan perempuan Terlantar dan kebutuhan Payakumbuh bagi lanjut usia terlantar, [gender bagi lanjut usia terlantar,
U - jasmani, rohani dan 3). Dari aspek Kontrol kegiatan ini Penyandang dasarnya yang anak terlantar dan anak terlantar dan penyandang
yjuan - ial ditujukan untuk keterlibatan Lanjut disabilitas masih |responsif gender d disabilitas di |disabilitas di | ti di Kot
1. Membantu memenuhi kebutuhan |Sosiainya. ituj j P g penyandang disabilitas di (disabilitas di luar panti di Kota
- Usia Terlantar, Anak Terlantar banyak yang luar panti di Kota Payakumbuh
dasar berupa permakanan bagi dan P d disabilit tidak dapat umbuh
lanjut usia terlantar, anak terlantar t'znk ;nyatn ang 'SE. L' f;sty:ng o aps\_ Payakumbu o .
dan penyandang disabilitas di luar Idak dapat memenuhi kebutuhan memenunhi A utcomes:
panti. dasarnya kebutuhan Outcomes : Tersedianya [Banyaknya lanjut usia terlantar,
4). Dari aspek Manfaat yang dasarnya bantuan permakanan anak terlantar dan penyandang

2. Meningkatkan kesejahteraan
hidup lanjut usia terlantar, anak
terlantar dan penyandang disabilitas
di luar panti sehingga tidak lagi
bergantung sepenuhnya pada
keluarga/orang lain.

3. Memenuhi kewajiban pemerintah
daerah sesuai dengan Standar
Pelayanan Minimal (SPM).

diharapkan adalah berkurangnya
jumlah lanjut usia terlantar, anak
terlantar dan penyandang
disabilitas di luar panti di Kota
Payakumbuh yang tidak terpenuhi
kebutuhan dasarnya.

yang responsif gender
bagi lanjut usia terlantar,
anak terlantar dan
penyandang disabilitas di
luar panti di Kota
Payakumbuh

disabilitas di luar panti di Kota
Payakumbuh yang terbantu secara
responsif gender permakanannya
sehingga dapat mengurangi biaya
hidup sehari-hari

SUWANDI,

SN.S.IP

~19820328 201001 1 009




PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS SoOoOSIiAL

JdIiNn. Gelatik (Puti Elok), Kelurahan Tigo Koto Diate, Kota Payakumbuh
Kode Pos 26217 Telepon/Fax. (O752) 91895

email | dinsospvk@gmail com

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025

KOLOM 2 KOLOM 3 KOLOM 4 | KOLOM 5 | KOLOM 6 | KOLOM 7 KOLOM 8 KOLOM 9
Isu Gender Kebijakan Dan Rencana Aksi Pengukuran Hasil
Kebijakan / Program / Kegiatan Data Pembuka Sebab Sebab
: Wawasan (Data Pilah ) eba eba Reformulasi Rencana Tolok Ukur Kinerja/Data S .
[Tujuan Faktor Kesenjangan Kesenjangan Kesenjangan . . . Target Kinerja/Indikator Gender
Gender) Tujuan Aksi Dasar Base Line
Internal Eksternal
Data kuantitatif, Sebab Apabila tujuan T —
kualitatif, hasil kegiatan| Rumusan masalah yaitu adanya |Sebab kesenjangan| kesenjangan dalam kolom 1 | Rumusan baru atas cnie ) ;
_— . . B . . kinerja untuk Input, Indikator capaian dan target
Ditulis kebijakan/program/kegiatan tahun lalu (hasil kesenjangan (pada akses, yang datangnya |yang datangnya| belum responsif program atau - .
) : B . ) - - ; Output dan Outcomes kinerja responsif gender (Input,
dan tujuan dari kegiatan evaluasi) dan data kontrol, manfaat dan peran laki- dari dalam dari luar gender harus kegiatan untuk : )
) . B L . . dari kegiatan yang Output dan Outcomes)
dasar atas isu gender laki dan perempuan) organisasi/SKPD organisasi/  [dirumuskan ulang| mencapai tujuan X
) diselenggarakan
yang ada SKPD responsif gender
Program :
Pemberdayaan Sosial Masih banyaknya 1). Dari aspek akses keterlibatan |1). Masih kurang  |1). Masih Meningkatnya PSM memberikan Input : Input :

_ __|potensi-potensi yang  |PSM dalam melayani PPKS baik = (mengertinya terbatasnya jumlah SDM PSM|pelayanan kepada |Pekerja Sosial PSM dalam melayani PPKS di
Kegiatan : Pepgembangan I_Doten5| ada pada PSMyang [Perempuan dan Laki-Laki dalam |tentang arti konsep [pemahaman yang mampu PPKS di Kota Masyarakat di Kota Kota Payakumbuh sudah responsif
Sumber Kesejahteraan Sosial belum maksimal dalam [memenuhi kebutuhan dasarnya |gender dalam masyarakat dalam melayani |Payakumbuh dengan|Payakumbuh gender
Kewenangan Kabupaten/Kota melaksanakan masih terbatas membuat tentang PPKS di Kota responsif gender Output : Meningkatkan |Output :

penanganan PPKS di |2). Partisipasi dalam kegiatan ini |program/kegiatan |pengertian Payakumbuh kemampuan SDM PSM  [Meningkatnya kemampuan SDM
Kota Payakumbuh tidak membedakan antara laki-laki Gender dengan responsif dalam melayani PPKS di |PSM dalam melayani PPKS di
dan perempuan 2). PSM masih |gender Kota Payakumbuh yang [Kota Payakumbuh yang responsif
Sub Kegiatan : 3). Dari aspek Kontrol kegiatan ini banyak yang responsif gender gender
Peningkatan Kemampuan Potensi ditujukan untuk keterlibatan PSM belum maksimal Outcomes : Tersedianya|Outcomes :

Pekerja Sosial Masyarakat dalam melayani PPKS yang tidak dalam PSM yang melayani Banyaknya PSM yang memberikan
Kewenangan Kabupaten/Kota dapat memenuhi kebutuhan melaksanakan PPKS di Kota pelayanan kepada PPKS di Kota
- - dasarnya penanganan Payakumbuh dengan Payakumbuh dengan responsif

Tujuan : 4). Dari aspek Manfaat yang PPKS di Kota responsif gender gender
1. Meningkatkan kemampuan dan diharapkan adalah berkurangnya Payakumbuh
potensi Pekerja Sosial Masyarakat jumlah PSM yang belum

(PSM) dan Potensi dan Sumber maksimal dalam melaksanakan

Kesejahteraan Sosial (PSKS) lainnya penanganan PPKS di Kota

didalam program kesejahteraan Payakumbuh

sosial

2. Meningkatkan peran serta

masyarakat dalam penanganan

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan

Sosial (PPKS) di Kota Payakumbuh




PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

DINAS SOSIAL

JIn. Gelatik (Puti Elok), Kelurahan Tigo Koto Diate, Kota Payakumbuh
Kode Pos 26217 Telepon/Fax. (0752) 91895
email : dinsospyk@gmail.com

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

SKPD : Dinas Sosial Kota Payakumbuh

TAHUN ANGGARAN : 2025

Program Rehabilitasi Sosial

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar,
Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial

Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan

Kode kegiatan | 1.06.04.2.01.01

Analisis Situasi | 1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender).
Masih banyaknya Lanjut Usia Terlantar yang berusia 60 tahun atau lebih,
Anak Terlantar yang berusia 5-18 tahun, Penyandang disabilitas dan
Gelandangan dan Pengemis yang tidak dapat memenuhi kebutuhan
dasarnya baik secara jasmani, rohani dan sosialnya.
2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
a. Faktor Kesenjangan
1) Dari aspek akses keterlibatan Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar,
Penyandang disabilitas dan Gelandangan dan Pengemis baik
Perempuan dan Laki-Laki dalam memenuhi kebutuhan dasarnya
masih terbatas
2) Partisipasi dalam kegiatan ini tidak membedakan antara laki-laki dan
perempuan
3) Dari aspek Kontrol kegiatan ini ditujukan untuk keterlibatan Lanjut
Usia Terlantar, Anak Terlantar, Penyandang disabilitas dan
Gelandangan dan Pengemis tidak dapat memenuhi kebutuhan
dasarnya
4) Dari aspek Manfaat yang diharapkan adalah berkurangnya jumlah
lanjut usia terlantar, anak terlantar, Penyandang disabilitas dan
Gelandangan dan Pengemis di luar panti di Kota Payakumbuh yang
tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
b. Penyebab Internal
Masih kurang mengertinya tentang arti konsep gender dalam membuat
program/kegiatan
c. Penyebab Eksternal
1) Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang pengertian
Gender
2) Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Penyandang disabilitas dan
Gelandangan dan Pengemis masih banyak yang tidak dapat
memenuhi kebutuhan dasarnya



mailto:dinsospyk@gmail.com

Rencana
Tindak

Kegiatan

Pemberian Bantuan berupa Bahan Makanan yang responsif gender
kepada Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Penyandang
disabilitas dan Gelandangan dan Pengemis

Tujuan Terpenuhinya kebutuhan dasar berupa bahan
makanan yang responsif gender bagi anak terlantar,
lanjut usia terlantar, Penyandang disabilitas dan
Gelandangan dan Pengemis

Aktivitas 1 | Pemberian bantuan Bahan Makanan

Sumber Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Disabilitas,

Daya/Input | Gelandangan dan pengemis sebanyak 120 orang

Output Jumlah Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,

Penyandang disabilitas dan Gelandangan dan
Pengemis yang diberi bantuan permakanan yang
responsif gender

Sumber Dana

Anggaran

Rp. 441.041.265

SDM

120 Orang

Dampak / Hasil
/ Manfaat

Terpenuhinya kebutuhan dasar berupa bahan makanan yang responsif gender
bagi anak terlantar,
Gelandangan dan Pengemis

lanjut usia terlantar, Penyandang disabilitas dan

: ANDIL.SN, S.IP
20328201001 1 009




PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

DINAS SOSIAL

JIn. Gelatik (Puti Elok), Kelurahan Tigo Koto Diate, Kota Payakumbuh
Kode Pos 26217 Telepon/Fax. (0752) 91895

email : dinsospyk@gmail.com

SKPD

TAHUN ANGGARAN

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

Dinas Sosial Kota Payakumbuh
2025

Program

Pemberdayaan Sosial

Kegiatan

Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/

Kota

Sub Kegiatan

Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota

Kode kegiatan

1.06.02.2.03.0001

Analisis Situasi

1.

Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)

Masih banyaknya potensi-potensi yang ada pada PSM yang belum
maksimal dalam melaksanakan penanganan PPKS di Kota Payakumbuh

Isu dan Faktor Kesenjangan Gender

a. Faktor Kesenjangan

1) Dari aspek akses keterlibatan PSM dalam melayani PPKS baik
Perempuan dan Laki-Laki dalam memenuhi kebutuhan dasarnya
masih terbatas

2) Partisipasi dalam kegiatan ini tidak membedakan antara laki-laki dan
perempuan

3) Dari aspek Kontrol kegiatan ini ditujukan untuk keterlibatan PSM
dalam melayani PPKS yang tidak dapat memenuhi kebutuhan
dasarnya

4) Dari aspek Manfaat yang diharapkan adalah berkurangnya jumlah
PSM yang belum maksimal dalam melaksanakan penanganan PPKS
di Kota Payakumbuh

. Penyebab Internal

Masih kurang mengertinya tentang arti konsep gender dalam membuat
program/kegiatan

. Penyebab Eksternal

1) Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang pengertian
Gender

2) PSM masih banyak yang belum maksimal dalam melaksanakan
penanganan PPKS di Kota Payakumbuh

Rencana
Tindak

Kegiatan | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kewenangan

Kabupaten/Kota

Tujuan Meningkatnya kemampuan SDM PSM dalam
melayani PPKS di Kota Payakumbuh yang responsif
gender



mailto:dinsospyk@gmail.com

Aktivitas 1

Pembinaan kepada Pekerja Sosial Masyarakat di Kota
Payakumbuh

Sumber a. Jumah PSM Tahun 2024 sebanyak 136 orang

Daya/Input |b. Jumlah PSM perempuan sebanyak 127 orang
c. Jumlah PSM laki-laki sebanyak 9 orang

Output Jumlah SDM PSM yang mendapatkan pembinaan

peningkatan kapasitas dalam melayani PPKS di Kota
Payakumbuh yang responsif gender

Sumber Dana

Anggaran Rp. 224.970.100

SDM 136 Orang

Dampak / Hasil
/ Manfaat

Meningkatnya kualitas SDM PSM dalam melayani PPKS di Kota Payakumbuh

yang responsif gender

Payakumbuh, 28 Maret 2024
TA ala Djnas Sosial




Lampiran Surat Nomor : 060/02/Setda-Pyk/2024

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1)

(2)

)

1. Meningkatnya PPKS yang
terlayani

Persentase PPKS yang
terlayani

85%

o
4”4&&3

—

VVAN SUWANDI.SN, S.IP

\NP. 19820328 201001 1 009




FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kota : Payakumbuh
Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial
No SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI| (%)
STRATEGIS KINERJA
(1) (2) 3 4) (5) (6)
1. 1. Meningkatnya

PPKS yang
terlayani

Persentase PPKS
yang terlayani

85%

Jumlah Anggaran Kegiatan pada tahun 2023

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2023

Rp 9.824.778.180,-
Rp 8.584.385.416,-




CASCADING DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH 2024




SASARAN :

Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Sosial

nya kualitas

Program/ Kegiatan :

Proram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

INDIKATOR :

Nilai [KM

Persentase penyerapan anggaran

Persentase LHP yang ditindaklanjuti
Anggaran

966,840,071

966,840,071

Target
90
89%
100%

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB KOORDINATOR PROGRAM DAN KEUANGAN/PERENCANA AHLI MUDA

SASARAN : INDIKATOR : TARGET
dokumen dokumen yang tersedia 100%
Persentase dokumen pelaporan yang tersedia 100%
Meningkatnya kualitas pelaksanaan program kegiatan Persentase capaian kinerja program /kegiatan 95%

Meningkatnya ketersediaan data capaian kinerja Dinas Sosial

Indikator

Jumlah penatausahaan keuangan terhadap penerimaan dan

pengeluaran

Jumlah pembukuan, laporan fungsional dan rekening koran yang

dibuat dan dicetak

Jumlah penataan dan pengarsipan tanda bukti penerimaan dan

pengeluaran serta SPJ dengan tertib dan teratur
Jumlah rekonsiliasi SP2D dengan BUD

Target
12 Dokumen

12 Dokumen

12 Dokumen

12 Dokumen

dokumen

Dinas Sosial

Indikator

Jumlah dokumen perencanaan yang dibuat
Jumlah dokumen pelaporan yang dibuat

Target
9 dokumen
9 dokumen

kegiatan

Indikator

Jumlah kegiatan kantor yang didokumentasikan

Target
19 kegiatan

SASARAN INDIKATOR : TARGET
Meningkatnya kualitas Sarana dan prasarana Persentase sarana dan prasarana kantor dalam
; 90%
perkantoran keadaan baik
1 dokumen yang lengkap 95%
Persentase administrasi persuratan yang B
dilaksanakan
Persentase dokumen pelaksanaan kegiatan yang o
dilaksanakan
; ’ ’ ) Persentase pemenuhan ASN dalam Perangkat
Meningkatnya kualitas SDM Dinas Sosial Daorah sesuai dengan Anjab dan ABK 75%
Kegiatan/ Sub Kegiatan : Anggaran
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 40,891,140
01. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 34,908,750
02. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
3,984,240
dalam Dokumen Perencanaan
03, Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 1,998,150
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,480,680,569
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2,317,023,109
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 163,657,460
inistrasi i gkat Daerah 15,408,280
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 15,408,280
Administrasi Umum Perangkat Daerah 214,612,235
oL Instalasi Listr TR
Bangunan Kantor
04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29,218,285 SASARAN :
05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11,997,220
06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- D
undangan
08. Fasilitasi Kunjungan Tamu 3,025,000
09. Rapat inasi dan D 164,576,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 47,025,000
06. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 36,075,000
11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 10,950,000
Kantor atau Bangunan Lainnya, v can
ni:):hlaan Jasa penunjang Urusan Femerintanan 297,885,956 Sasaran
01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,102,500
02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3,748,400
04, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 293,035,056
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 187,360,000
Pemerintahan Daerah
01 aan Jasa Biaya dan Pajak
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 39,190,000
02. aan Jasa Biaya Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 136,200,000
06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9,970,000 Sasaran
SASARAN : Indikator Target
Meningkatnya administrasi persuratan Jumlah Surat Masuk yang diterima, dicatat,
diarsipkan, diberikan penomoran dan 1200 berkas
didistribusikan
Jumlah Surat Keluar, Surat Tugas dan Surat
Keputusan yang diterima, dicatat, diarsipkan, 1300 berkas

diberikan penomoran dan didistribusikan




[SASARAN INDIKATOR TARGET

[Meningkatnya Penanganan PMKS Persentae PMKS yang tertangani 99.80%
Terpadu Persentase RTS yang telah diintervensi 80%
PROGRAM : ANGGARAN
Program Rehabilitasi Sosial RP 505,167,970
Program Perlindungan dan Jaminan sosial RP 5,660,104,570
Program Penanganan Bencana RP 17,882,300
RP 6,183,154,840

SUB KOORDINATOR JAMINAN SOSIAL/ PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA SUB KOORDINATOR PERLINDUNGAN SOSIAL/ PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA SUB KOORDINATOR REHABILITASI SOSIAL/ PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA
Sasaran Indikator Target Sasaran Indikator Target Sasaran Indikator Target
Meningkatnya Jaminan Sosial bagi PMKS Persentase PMKS yang mendapat PKH 40% Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi PMKS RsenlaCEMIC vanemendapatbartiay 80% Meninngkatnya Rehabilitasi Sosial bagi PMKS BecnseRMICyane mendapatban iy 2%
perlindungan sosial permakanan
Persentase PMKS yang mendapat layanan 80%
:g:;:ﬁ“ EMIC e mendapatioeian 40% Meningkatnya akurasi data kemiskinan Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti 80% reunifikasi/ penelﬂsufan kelu:rgz i 8
i Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti 0% PMKS yang imbingan fisik, 25%
masyarakat mental, spritual dan sosial
Kegiatan/ Sub Kegiatan Anggaran Kegiatan/ Sub Kegiatan Anggaran Kegiatan/ Sub Kegiatan Anggaran
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/  5,333,248,220 o ilitasi Sosial P isabilitas Terlantar, Anak
Kota ;Z'tfe"'m“ Detafehiniiskin CipenDasraliKabnpaten Rp326,856,350 Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Rp 505,167,970
diluar Panti Sosial
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota 147,256,220.00 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Rp326,856,350 Penyediaan Permakanan Rp470,090,770
P N . Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial .
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 99,900.00 TR Rp17,692,400 Penyediaan Sandang Rp99,900
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 5,185,892,100.00 Penyediaan Makanan Rp16,600,700 Penyediaan Alat Bantu Rp99,900
Penyediaan Sandang Rp99,900 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Rp17,119,250
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Rp991,800 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Rp17,758,150
Rp344,548,750
Sasaran Indikator Target Sasaran Indikator Target
Meningkatnya ketersedian data PMKS ) S ’ 3 Meningkatnya ketersedian data PMKS penerima Jumlah data PMKS yang menerima bantuan 1
penerima rehabilitasi sosial [imialce Rtk chabiliassosialvans g rakany Dokumen rehabilitasi sosial permakanan dokumen
Jumlah data PMKS yang menerima layanan 1
reunifikasi/ penelusuran keluarga dokumen
Jumlah data PMKS yang mendapat bimbingan fisik, 1
mental, spiritual dan sosial dokumen




SASARAN : Indikator TARGET

Meningkatnya Kualitas PSKS Persentase Tenaga PSKS yang aktif dalam penanganan PMKS 90%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas o oo 0
Sosial
PROGRAM : ANGGARAN
1. Program Pemberdayaan Sosial Rp285,753,620
2. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Rp72,006,540

Rp357,760,160

| | |
SUB KOORDINATOR KEPAHLAWANAN, KESETIAKAWANAN SOSIAL DAN RESTORASI SOSIA| SUB KOORDINATOR PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN SOSIAL, KELUARGA DAN MASYARAKAT,
’ & g / SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAN PENGAWASAN/ PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA
SASARAN : Indikator TARGET [Sasaran: Indikator TARGET SASARAN : Indikator TARGET
[Meningkatnya Nilai-nilai kepahlawanan L‘:{:z:::f:;‘““ haribesar kepahlawananyang g ooy Meningkatnya Penguatan kelembagaan PSKS  Persentase PSKS yang memiliki legal aspek 95% [Meningkatnya Kapasitas SDM PSKS fa z’if;:‘“se EESIC=n RSN g e en s T e 100%
Persentase LKS yang aktif dalam LKKS 95% Meningkatnya jaringan kerja dan fasilitas PSKS Persetase kerjasama PSKS dalam penanganan PMKS 1 Keglatan
e Persentase Karang Taruna yang telah mengikuti Peningkatan —
Kapasitas
Kegiatan/ Sub Kegiatan ANGGARAN Kegiatan/ Sub Kegiatan : ANGGARAN Kegiatan/ Sub Kegiatan : ANGGARAN
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Potensi Sumber Kesej Sosial
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota Rp72,006,540 e T ey Rp164,372,840 R E i e Rp121,280,950
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional i Potensi Sumber Kesej Sosial Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat
e o Rp63,352,050 i " Rp159,350,040 e S e A Rp117,680,950
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan i i
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Rp8,654,490 o A ol A e Ee A () Rp5,022,800 Potensi Tenaga Rp3,600,000

Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
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